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ABSTRAK

Skripsi ini merupakan hasil penelitian lapangan untuk menjawab pertanyaan
Bagaimana pelaksanaan watsiqoh tanah sawah di Desa Kalisat Kec. Rembang Kab
Pasuruan dan Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pelaksanaan watsiqoh
tanah sawah di Kec. Rembang Kab Pasuruan.

Data yang penelitian himpun adalah melalui penyebaran angket dan
wawancara langsung dengan pihak yang terlibat dalam perjanjian watsigoh dan
pandangan masyarakat sekitar tentang adanya perjanjian tersebut dan selanjutnya
dianalisis dengan teknik deduktif - kualitatif.

Hasil penelitian tentang watsiqoh tanah sawah didesa Rembang ditemukan
tentang pelaksanan watsiqoh tanah sawah didesa kalisat yakni data yang
menyangkut latar belakang terjadinya watsiqoh, jangka waktu, pemanfaatan jaminan
sawah. Menurut hukum Islam, perfama, pelaksanaan watsigoh dengan memberi
syarat diawal perjanjian dapat merusak akad dan jika merugikan salah satu pihak
dikategorikan Rahn fasid, kedus, pemanfaatan barang jaminan selama masa
perjanjian watsiqoh oleh pemilik modal sedangkan utang yang dibayar tetap ini
termasuk dalam riba, ketigs, tidak adanya masa berakhirnya perjanjian watsiqoh
hingga tidak ada kepastian hukum terhadap apa yang berkaitan dengan watsiqoh.

Dari . kesimpulan  diatas, maka disarankan; pertama, hendaknya  tidak
memanfaatkan sawah yang dijadikan jaminan, kedua tidak mensyaratkan
pemanfaatan jaminan sebagai syarat akad yang harus dipenuhi dalam perjanjian,
ketiga, hendaknya ada batas waktu berakhirnya perjanjian wat siqoh
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BAB1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah
Manusia merupakan makhluk sosial yang sempuma dan Allah
menghadirkan agama Islam sebagai agama yang dapat lebih menyempurnakan
kehadiran manusia. Didalam ajaran Islam terkandung ajaran tentang tata cara
bagaimana manusia harus menjalani hidup dan menganjurkan supaya tolong
menolong dalam hal kebaikan, seperti terdapat dalam A/-Qur’an dan

Sunnatullah. Sebagaimana firman Allah dalam surah A/-Maidah : 2
LETPIC R R DR (R TP
cs3i5 3 & Tyigtals

Artinya: “Hendaknya kamu bertolong menolong atas kebaikan dan taqwa .

Kerjasama dan hubungan tolong menolong harus kita lakukan terutama
dalam bermuamalah. Hal ini dimaksudkan agar kita dapat menjalin hubungan
sosial yang lebih baik dan diupayakan untuk menyeimbangkan kehidupan dan
menjalin kebersamaan dalam hidup bermasyarakat.

Oleh karena itu, agar tata hubungan tersebut dapat diridhoi-Nya dan bisa
saling menguntungkan, maka kita harus menerapkan aturan yang ditetapkan

Allah dan aturan yang disetujui manusia dalam bermuamalah. Salah satu yang

! Departemen Agama RI, A/-Qur’an dan Terjemahnys, (Bandung: CV Diponegoro, 2000),156.
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hutang, dalam perjanjian ini pula tidak disertai masa berakhirnya perjanjian yang
memungkinkan akan merugikan salah satu pihak yang terikat dalam perjanjian
Dengan demikian watsigoh tanah sawah di desa Kalisat tersebut perlu
ditinjau ulang, sebab pemindahan barang dalam rahn itu bukan pemindahan hak
terutama pemindahan manfaat atas barang dan pemindahan hak yang
mengikutinya yang lain seperti pemindahan resiko yang terjadi karena beban
pemeliharaan tetap menjadi tanggung jawab pemiliknya. Hal ini bertentangan
dengan Sabda Nabi Saw:
3 U oly) e oy Y] (et (o 0 3F 5 08y % g K L2 S
(ks s
Artinya:”  “Gadaian itv tidak menatup akan yang puirya daii manfast barang itu,
faedahnya kepunyaan dia dan dia wajib menanggung risikonya
(kerusakan dan biaya) (HR Asyafi’i dan Dar Quthny dan ia berkata
bahwa seandainya dan bersambung..)
Urgensi penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh hukum Islam
dalam aktifitas masyarakat khususnya dalam Watsiqoh di desa Kalisat, oleh

karena itu kiranya perlu mengadakan penelitian yang mendalam demi kevalidan

dalam penyusunan karya ilmiah ini.

* Imam Syafi'i, A/-Umm Jilid III, (Mesir : Al-Azhar, 1988), 167



B. Rumusan Masalah
Dari uraian latar belakang di atas dapat diketahui bahwa masalah pokok
yang akan dibahas adalah:
1. Bagaimana pelaksanaan watsigoh tanah sawah di desa Kalisat Kecamatan
Rembang Kabupaten Pasuruan?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pelaksanaan watsigoh tanah

sawah di desa Kalisat Kecamatan Rembang Kabupaten Pasuruan?

C. Kajian Pustaka

Kajian pustaka ini bertujuan untuk mendapatkan gambaran yang jelas
tentang hubungan topik yang akan diteliti dengan penelitian yang lain yang
pernah dilakukan sebelumnya, pembahasan tentang gadai memang telah dibahas
dalam skripsi sebelumnya antara lain oleh A Choliq pada tahun 2002 tentang
Tinjauan Hukum Islam terhadap Gadai Tanah Pertanian (studi kasus di desa
Baruh Kecamatan Sampang Kabupaten Sampang yang dibahas dalam skripsi ini
adalah 1). Bagaimana prinsip dan praktek gadai tanah pertanian di desa Baruh
Kecamatan Sampang Kabupaten Sampang 2). Bagaimana tinjauan hukum Islam
terhadap gadai tanah pertanian? Dan jawaban dari pertanyaan tersebut adalah
praktek gadai yang dilakukan oleh masyarakat Baruh adalah disebabkan adanya
kebutuhan yang sangat mendesak, yang tidak mungkin terpenuhi tanpa adanya

bantuan dari orang lain. Perjanjian tersebut telah memenuhi unsur aqad dalam



ketentuan syariah Islam, maka perjanjiannya sah secara hukum’. Dan adapun
skripsi dari saudari Naimah membahas tentang Tinjauan Hukum Islam Terhadap
Gadai Sawah beserta hasilnya sebagai jaminan hutang di desa Balong Turi
Kecamatan Tambakrejo Kabupaten Bojonegoro, yang dibahas adalah)
Bagaimana mekanisme pelaksanaan gadai sawah beserta hasilnya sebagai
jaminan hutang di desa Balong Turi Kecamatan Tambakrejo Kabupaten
Bojonegoro? 2) Bagaimana Tinjauan Hukum Islam terhadap pelaksanaan gadai
sawah beserta hasilnya sebagai Jaminan Hutang di Desa Balong Turi Kecamatan
Tambakrejo Kabupaten Bojonegoro?. Dan jawaban dari pertanyaan tersebut
adalah praktek yang terjadi dikarenakan adanya kesulitan mendapat pinjaman jika
tanpa pemanfaatan sawah oleh pihak peminjam. Dalam hukum Islam
pemanfaatan jaminan yang tanpa ada biaya pemeliharaan atas jaminan tidak
dibolehkan dan dikategorikan riba®

Dan penulis sendiri akan mengadakan penelitian tentang masalah gadai
dengan judul “Tinjavan Hukum Islam terhadap Watsigoh Tanah Sawah di Desa
Kalisat Kecamatan Rembang Kabupaten Pasuruan’. Yang membedakannya
dengan skripsi lainnya adalah penulis menemukan data tentang rahin yang bisa

menambah jumlah utang dengan jaminan yang sama di waktu yang lain. Judul ini

3 A. Choliq, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Gadai Tanah Pertanian (Studi Kasus di Desa Baruh
Kecamatan Sampang Kebupaten Sampang, Skripsi, Sampang, 2002

¢ Naimah, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Gadai Sawah Beserta Hasilnya Sebagai Jaminan Hutang
Di Desa Balong Turi Kecamatan Tambakrejo Kabupaten Bojonegoro, Skripsi, Bojonegoro, 2009



juga menerangkan tentang perjanjian gadai yang berlangsung di desa Kalisat

yang belum di bahas secara mendalam dalam penelitian sebelumnya.

D. Tujuan Penelitian
Sejalan dengan permasalahan di atas, maka tujuan studi ini adalah
sebagai berikut:
1. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan watsigoh tanah sawah di desa
Kalisat Kecamatan Rembang Kabupaten Pasuruan?
2. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap pelaksanaan watsigoh

tanah sawah di desa Kalisat Kecamatan Rembang Kabupaten Pasuruan?

E. Kegunaan Hasil Penelitian
Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sekurang-kurangnya
untuk 2 aspek yaitu:
1. Dari Segi Teoritis
a. Diharapkan berguna bagi pengembangan ilmu pengetahuan dalam arti
membangun, memperkuat dan menyempurnakan teori yang ada.
b. Memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan pemahaman studi
hukum Islam mahasiswa Fakultas Syari’ah pada umumnya dan

mahasiswa jurusan Muamalah pada khususnya.



Dari Segi Praktis

a. Dapat digunakan sebagai perbandingan bagi peneliti berikutnya untuk
membuat skripsi yang lebih sempurna.

b. Dapat dijadikan rujukan pemantapan kehidupan beragama khususnya
yang berkaitan dengan masalah gadai tanah sawah. Guna menyadarkan
masyarakat tentang pentingnya perjanjian yang didasari rasa keadilan

agar tidak ada kekecewaan di masa yang akan datang.

F. Definisi Operasional

Untuk lebih memudahkan dalam memahami judul maka penulis akan

menguraikan pengertian judul penulis di masing-masing frase diantaranya:

1.

Tinjauan hukum Islam: adalah peraturan-peraturan yang berdasar pada A/-
Qur’an, Al-Hadis serta pendapat ulama.

Watsiqoh tanah sawah : adalah kebiasaan yang dilakukan masyarakat di
Kecamatan Rembang yaitu menggadaikan tanah sawah sebagai jaminan atas
hutang.

Desa Kalisat Kecamatan Rembang Kabupaten Pasuruan: adalah daerah yang

menjadi tempat penelitian.



G. Metode Penelitian
1. Lokasi Penelitian
Penelitian ini dilakukan di desa Kalisat Kecamatan Rembang
Kabupaten Pasuruan.
2. Subjek Penelitian
Adapun yang menjadi subjek penelitian ini adalah sample dari
beberapa masyarakat desa Kalisat yang pernah melaksanakan perjanjian
terhadap watsigoh tanah sawah baik pihak penggadai (pemilik jaminan),
penerima gadai (pemilik modal) dan juga tokoh masyarakat. Dalam hal ini
penulis menggunakan 25 pelaku watsigoh sebagai sampel.
3. Data yang Dihimpun
Sesuai dengan tujuan yang telah dirumuskan, maka data yang akan
dihimpun dalam penelitian adalah sebagai berikut:

a. Data tentang masalah watsigoh yang ada di Desa Kalisat. Diantaranya
adalah latar belakang terjadinya watsigoh, faktor penyebab terjadinya
watsiqoh, jangka waktu wasikoh dan pemanfaatan hasil watsigoh tanah
sawah.

b. Data tentang letak daerah, luas wilayah, jumlah penduduk, keadaan sosial

agama, sarana dan prasarana pendidikan.



4. Sumber Data
Penulisan karya ilmiyah ini merupakan hasil penelitian lapangan
(field research), maka sumber data yang dikumpulkan dalam penelitian ini
adalah sebagai berikut:
a. Data Primer
Data primer pada kajian ini adalah data utama yang berkaitan
langsung dengan objek yang dikaji, yaitu informasi tentang watsigoh
tanah pertanian.

1) Hasil wawancara dengan pihak penggadai sawah (pemilik jaminan)
dan pihak penerima gadai sawah (pemilik modal).

2) Hasil wawancara dengan masyarakat, tokoh masyarakat, tokoh agama
dan pejabat/instansi di Desa Kalisat yang diperlukan sebagai informan
dan digali dengan jalan interview.

3) Dokumen-dokumen yang terkait dengan masalah yang diteliti yang
ada di Desa Kalisat.

b. Data Sekunder
Data sckunder pada penelitian ini diperoleh dari buku atau
pustaka, dan kitab-kitab yang pembahasannya berkaitan atau
bersinggungan dengan skripsi ini adalah:

1) DEPAG RI. Al-Qur’an dan terjemah.
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2) Rachmat Syafe’i, Figih Muamalah, Bandung, CV Pustaka Setia,
2001.
3) M Ali Hasan, Berbagai Macam Transaksi dalam Islam, Jakarta, PT
Raja Grafindo Perkasa, 2003.
4) M A Abdurrahman A Haris A Ridh, ferjemahan Bidayatul Mujtahid,
Semarang, Asy-Syifa’,1990.
5) Charumen Pasaribu dan Suhsawardi K Luber, Hukum Perjanjian
Dalam Islam, Jakarta, Sekar Grafindo, 2004.
6) Hendi Suhendi, Figh Muamalah, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada,
2000.
5. Teknik Pengumpulan Data
Teknik pengumpulan data yang nyata-nyata digunakan dalam
penelitian ini adalah sebagai berikut:
a. Observasi
Yaitu dengan melakukan pengamatan secara langsung kepada
para pihak penggadai (pemilik jaminan) dan penerima gadai (pemilik
modal).
b. Wawancara/ interview
Wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan

penelitian dengan cara Tanya jawab, sambil bertatap muka antara



i

penanya/pewawancara dengan penjawab/responden dengan menggunakan
alat yang dinamakan /nterview guide (panduan wawancara).

Wawancara ini dilakukan kepada pihak-pihak yang terkait dengan
pihak penggadai (pemilik jaminan) dan penerima gadai (pemilik modal),
sering wawancara / interview dilakukan antara dua orang tetapi dapat pula
dilakukan lebih dari dua orang.”

Dalam hal ini wawancara dilakukan dengan masyarakat desa
Kalisat yang melakukan perjanjian terhadap wafsigoh tanah sawah ini,
khususnya bagi pihak penggadai (pemilik jaminan ) dan penerima gadai
(pemilik Modal). Dan juga tokoh masyarakat sebagai informan

c. Dokumentasi

Yakni proses penyampaian data yang dilakukan melalui data
tertulis yang memuat garis besar data yang akan dicari dan berkaitan
dengan judul penelitian. Dalam hal ini dokumen yang terkumpul adalah
yang berkaitan dengan luas lahan sawah, letak, daerah, luas wilayah,
jumlah penduduk, keadaan sosial, agama, sarana prasarana dan

pendidikan di desa Kalisat.

7 N Nasution, Metode Researh Penelitian limiah, (Jogjakarta : UII Press: 2000), 131
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6. Teknik Pengelolahan Data

7.

Setelah data terkumpul dari segi lapangan maupun hasil pustaka,
maka dilakukan analisa data secara kualitatif dengan tahapan-tahapan
sebagai berikut:

a. Editing, yaitu pemeriksaan kembali data-data yang diperoleh terutama
dari segi kelengkapan, kejelasan makna, keserasian dan keselarasan
antara satu dengan yang lain, relevansi dan keseragamannya baik satuan
maupun kelompok.

b. Coding, yaitu untuk mengkatagorikan data dan memeriksa data untuk
re!evan dengan tema riset agar lebih fungsional.

c. Organmng, yaitu menyusun dan mensistematikan data yang diperoleh
dalam kerangka uraian yang telah direncanakan.

Teknik Analisa Data

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif yaitu suatu prosedur
penelitian yang menghasilkan data-data deskriptif dari pengamatan/ sumber-
sumber tertulis. Maka data yang diperoleh baik primer maupum sekunder
dianalisis menggunakan metode deskriptif yaitu memaparkan serta
menjelaskan secara mendalam terhadap semua aspek yang berkaitan dengan
masalah penelitian

Adapun pola pikir menggunakan logika induktif yaitu dengan melihat

fakta dan data hasil penelitian tersebut kemudian dianalisis dengan
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menggunakan hukum Islam yang bersifat umum dan diakhiri dengan

kesimpulan.

H. Sistematika Pembahasan

BAB I

BAB II

BAB IlI

BAB IV

BABV

: Pendahuluan, bab ini merupakan gambaran umum yang

berkaitan dengan studi yaitu: latar belakang masalah,
rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian,
kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode

penelitian, sistematika pembahasan.

: Merupakan landasan teori yang memuat tentang gadai yaitu

meliputi pengertian gadai, dasar hukum gadai, rukun dan
syarat gadai dan macam-macam gadai dan juga membahas
tentang barang jaminan yang meliputi pengertian barang
jaminan, dasar hukum barang jaminan, syarat barang

jaminan dan pemanfaatan barang jaminan.

: Penyajian data sebagai data utama yang berupa laporan hasil

survey penulis yang membahas tentang watsigoh sawah di

Desa Kalisat Kecamatan Rembang.

: Analisa data, merupakan analisis penelitian dari hasil survei

lapangan dari pembahasan watsigoh sawah dalam tinjauan

hukum Islam.

: Penutup, bab akhir yang berisikan kesimpulan dan saran



BAB II

GADAI DALAM HUKUM ISLAM

A. Pengertian, Syarat dan Rukun Gadai
1. Pengertian
Gadai atau dalam bahasa arab dikenal dengan istilah ar-Rahn yang
artinya al-Habsu yang artinya tetap, kekal', jaminan, penahanan’ atau
sesuatu yang berlaku karena perjanjian®. Kata rahinah tercantum dalam A/-

Qur’an surat Al-Muddatsir: 38

2

1%

T % &N
o) oS g

2 RS
#

o,
.

5 Jo4

>

Artinya: Tiap-tiap diri  bertanggung jawab atas apa yang telah
diperbuatnya.®

Al-Rahn itu berarti memegang sesuatu yang mempunyai nilai, rahn

telah sesuai dengan ketentuan surat a/-Bagarah : 283

'Syahdeni Sutan Remy, Perbankan Islam dan Keduduksnnys dalam Tata Hukum Perbankan
Indonesia, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 1999), 75

2 Chairuman Pasaribu, Suhrawardi K. Lubis, Hukum Perjanjian dalam Isiam, ( Jakarta : PT. Raja
Grafindo Persada, 2002), 139

3 Doi A Rahman, Penjelasan Hukum-hukum Allah (Syariah), (Jakarta, PT Raja Grafindo Persada,
2002), 492

* Departemen Agama RI, A/-Qur’an dan Terjemahnys, (Bandung: CV Diponegoro, 2000), 86

14



15

ijilétazr_i.w“-bj&.’iélé‘i:bj:%;f;u’L;Kbub,uul’p;:.fo)
8 2 4p G2 o 5 1,285 Y 15 i 555 Bl A L
(283:3,3.}1) ‘..1; 55dass ¢ g

Artinya: ‘Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu’amalah tidak secara
tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka
hendakiah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang
berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai
sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu
menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa
kepada Allah Tuhannys; dan janganlah kamu (para saksi)
menyembunyikan  persaksian. Dan  barang siapa yang
menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang
berdosa hatinya;, dan Allah Maha Menyetahui apa yang kamu
kerjakan”, ( Al-Bagarah : 283)°

Rahn merupakan jperjanjian penyerahan barang untuk menjadi
agunan dari fasilitas pembiayaan yang diberikan atau menguat hutang
dengan jaminan barang®. Beberapa definisi rafn menurut ulama-ulama figih
antara lain:

a. Ulama Mazhab Maliki: mendefisikan rahn dengan
Y

Y o 3w B S 1 o g s

Artinya: Harta yang dijadikan jaminan utang yang bersifat mengikat
oleh pemiliknya.

3 Ibid., 89

¢ Qal’ahji, Muhammad Rawwas, Ensiklopedi Figih Umar bin Khathab ra, (Jakarta: PT Raja Grafindo
Persada, 1999), 463
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b. Ulama Mazhad Hanafi: mendefisikan rahn dengan

o Sl sk L i s B0 B g e ks d g s

Artinya: Menjadikan sesuvatu (barang) baik scbagiannya atau
keseluruhannya sebagai jaminan terhadap hak (piutang) yang
mungkin dijadikan sebagai pembayar hak (piutang) tersebut.

c. Ulama Mazhad Syafi’i dan Ulama Mazhad Hambali: mendefisikan rahn
dalam arti akad, yaitu menjadikan materi (barang) sebagai jaminan
utang yang dapat dijadikan pembayar utang apabila orang yang
barhutang tidak bisa membayar hutangnya tersebut.

Sayed Sabiq mendefisikan rain dengan jaminan utang atau gadai
Rahn atau dalam istilah umumnya yaitu gadai dan beberapa tokoh
mendefinisikan gadai antara lain:

a. Menurut Soerjono Soekanto, gadai atau yang disebut dengan jual gadai
adalah suatu perbuatan pemindahan hak atas tanah kepada pihak lain
yang dilakukan secara terang dan tunai sedemikian rupa sehingga pihak
yang melakukan pemindahan hak mempunyai hak untuk menebus
kembali tanah tersebut.’

b. Menurut Hilman Hadikusuma, jual gadai ini mengandung arti

penyerahan tanah untuk dikuasai oleh orang lain dengan menerima

? Soerjono Soekanto, Hukum Adat Indonesia. Cet V, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Perkasa, 2002), 32
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pembayaran tunai, dimana si penjual (pemberi gadai, pemilik tanah)
tetap berhak menebus kembali tanah tersebut dari pembeli gadai
(penerima gadai, pemegang gadai, penguasa tanah gadaj).8
c. Menurut S. A. Hakim, jual gadai adalah penyerahan tanah dengan
pembayaran sejumlah uang secara kontan, sedemikian rupa sehingga
yang menyerahkan tanah itu masih mempunyai hak untuk mengambil
kembali tanah itu dengan pembayaran sejumlah uang tersebut.’
Dalam hukum positif rahn atau gadai mempunyai beberapa arti,
yaitu:
a. Barang jaminan (pasal 1150 KUHPer)'_:’, yaitu pada
Suatu hak yang diperoleh kreditur atas suatu barang bergerak,
yang diberikan kepadanya oleh debitur atau orang lain atas namanya
untuk menjamin hutang.
b. Agunan (pasal 1 poin 23 Undang-undang Perbankan)'', yaitu pada
Jaminan tambahan yang diserahkan nasabah debitur kepada

bank dalam rangka pemberian fasilitas kredit atau pembiayaan berdasar

® Hilman Hadikusuma, Hukum Perjanjian Adat. Cet IV, (Bandung : Alumni, 1982), 126
%S.A.Hakim, Jual Lepas, Jual Gadai dan Jual Tahunan, (Jakarta : Bulan Bintang, 1965), 30
K UHPer pasal 1150

! Undang-undang Perbankan No 10 th 1998, 10
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prinsip syariah. Dalam kamus besar bahasa Indonesia agunan juga
diartikan cagaran, gadaian, jaminan, tanggungan
c. Rungguhan, dalam kamus besar bahasa Indonesia berarti

Barang yang diserahkan untuk tanggungan uang yang dipinjam,
rungguhan juga berarti menyerahkan sesuatu untuk cagaran, jaminan,
tanggungan atau berarti pula menggadaikan

d. Cagar atau cagaran, dalam kamus besar bahasa Indonesia berarti barang
yang dipakai sebagai tanggungan utang atau barang yang digadaikan
atau berarti memberikan barang sebagai tanggungan utang

e. Tanggungan ( PP 10 tahun 1961 pasal 19)'2,ya§\tu pada:

Setiap perjanjian yang bermaksud memindahkan hak dst.....
meminjam uang dengan hak tanah sebagai tanggungan (jaminan)
pejabat yang ditunjuk oleh Menteri Agraria:

Pengertian gadai dijelaskan pula dalam penjelasan umum UU Nomor

56 Prp Tahun 1960 adalah hubungan seseorang dengan tanah kepunyaan

orang lain, yang mempunyai utang kepadanya. Selama utang tersebut belum
dibayar lunas maka tanah itu tetap berada dalam penguasaan yang
meminjam uang tadi (pemegang-gadai). Selama itu hasil tanah seluruhnya

menjadi hak pemegang gadai, yang dengan demikian merupakan bunga dari

12Sri Soedewi Masjchoen Sofyan, Hukum Jaminan di Indonesia : Pokok-pokok Hukum Jaminan dan
Jaminan Perorangan, (Liberty:Y ogyakarta, 1981), 42
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utang tersebut. Jadi dapat disimpulkan bahwa Gadai adalah penyerahan

suatu benda sebagai jaminan atau tanggungan atas utang."

B. Dasar Hukum Rahn
Gadai dalam syari’at Islam dihukumkan sebagai perbuatan jaiz atau
perbuatan yang diperbolehkan, baik menurut ketentuan A/-Qur’an, Sunnah
maupun [jma’ ulama. Dasar hukum diperbolehkannya rahn dalam Islam dengan
pedoman a/-Qur’an dan Hadis:

1. Pada Al-Qur’an surat Al-Baqarah ayat 283 yakni:

3

(YAY aJ.nJ\) O uLan GL{ \) j Jw GLE‘— ‘i_.:f X

Artinya: ‘Jika kamu dalam perjalanan (dan bermuamalah tidak secara
tunai) sedang kamu memperoleh seorang penulis, maka hendaklah
ada barang tanggungan yang dlpegang (oleh  yang
menghutangkan)”. (QS. Al-Baqarah ayat 283)"*

2. Pada Hadis yang diyakini merupakan rahn pertama yang dilakukan oleh

Rasulullah sendiri, yakni: Dalam satu riwayat dikatakan bahwa:

33k G in alog e B Joo d 0325 O s gl e antd e
'S(V-LMJ L.s_)\"-‘j‘ ob)) J.JJc» u» \.GJD \:n\ab

C s\

13 Ensiklopedi Nasional Indonesia (Jakarta : PT. Cipta Adi Pustaka, 1989), 4
14 Departemen Agama Rl, A/-Qur’an dan Terjemahnya, (Bandung: CV Diponegoro, 2000), 89

' Al-Bukhori, Syahih Bukhari dalam Barnamij al-Hadits asy-Syarif: al-Kutub al-Tis 'ah (CD Program)
No. 1926.
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Artinya: Rasulullah membeli makanan dari scorang Yahudi dengan
menjadikan baju besinya sebagai barang jaminan. (HR. Bukhari
dan Muslim dari Aisyah binti Abu Bakar)

Dalam praktek sekarang, rahn atau gadai dijadikan salah satu produk
perbankkan konvensional dan digunakan juga dalam pegadaian konvemsional.
Salah satu hal dasar yang membedakan praktek rahn secara konvensional dan
syari’ah adalah bila rahn dilakukan secara konvensional, maka ada tambahan
berupa bunga tetap yang dipungut, sedangkan bila dilakukan dengan cara
syari’ah, maka bukan bunga yang dipungut melainkan biaya penitipan, penjagaan
serta penaksiran yang besarnya telah ditetapkan dimuka dan didalamnya ada
kesepakatan bersama. )

Namun demikian, perjanjian hutang dengan jaminan atau rahnz ini tetap
harus mengikuti prinsip-prinsip perjanjian hutang seperti yang terdapat dalam
Al-Qur’an, antara lain:

1. Dalam hal apapun dalam Islam, termasuk perjanjian hutang, kita tidak
dibenarkan memungut riba, sesuai dengan surat Al-Baqarah ayat 275-280

2. Perjanjian hutang hendaknya dilakukan dengan cara tertulis, hal ini dilakukan
agar isi perjanjian itu jelas dan bisa dipertanggungjawabkan jika yang akan

datang terjadi perselisihan, sesuai dengan al-Baqarah ayat 282
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3. Bila dimungkinkan, dalam perjanjian hutang tersebut disertai dengan barang
jaminan, sesuai dengan surat al-Baqarah 283. 16

Pada prinsipnya perjanjian hutang dengan jaminan jika dikaitkan

pendapat jumbur ulama, mereka sepakat memperbolehkan dan tidak pernah

berselisih atau bertentangan pendapat.

C. Rukun Gadai
Mengenai rukun gadai, para ulama berbeda pendapat tentang
penctapannya, di antaranya yaitu:
1. Menurut ulama Hanafiyah berpendapat bahwa rukun rahn ada 2, yakni:
a.-Ijab adalah permulaan. pemyataan yang keluar dari salah seorang yang
berakad sebagai gambaran kehendaknya dalam mengadakan akad, yakni
pernyataan menyerahkan barang sebagai agunan oleh pemilik barang.

b. Qobul adalah perkataan yang keluar dari pihak yang berakad pula, yaitu
diucapkan setelah ijab, yakni pernyataan kesediaan memberi utang dan
menerima barang agunan tersebut. Disamping itu mereka menyatakan
akad rahn akan sempurna dan mengikat bila dibarengi al-qabdh yakni
penguasaan barang oleh pemberi utang.

2. Menurut ulama Hanafiyah kedua orang yang melakukan akad, harta yang

dijadikan agunan dan utang termasuk syarat-syarat rahn bukan rukun.

16 Zuhri, Muh Riba dalam Al-Qur'an dan Masalah Perbankan : Sebush Tilikan Antisipati, (Jakarta :
PT Raja Grafindo Persada, 1996), 174
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3. Menurut jumbur ulama, ada empat rukun dalam rahn, yakni:

a. Sighat (lafal jjabdan gabul)

b. Orang yang berakad (agid) (ar-rahin dan al-murtahin)
c. Barang yang dijadikan agunan (a/-marhun)

d. Utang (al-marhun bih)

Pertama tentang Sighat (1afal ijab dan gobul), Pengertian ijab qabul ada
zaman sckarang ini, ialah bertukarnya sesuatu dengan yang lain. Dalam sighat
hal-hal harus diperhatikan ialah :

1. Sighat harus jelas pengertiannya, maka kata-kata dalam ijab qabul harus jelas
dan tidak memiliki banyak pengertian, seperti seorang berkata; "aku serahkan
barang ini", kalimat tersebut kurang jelas, schingga menimbulkan banyak
pertanyaan, maka kalimat yang lengkap ialah; "aku serahkan benda ini
kepadamu secbagai jaminan utang ".

2. Harus bersesuaian antara ijab dan qabul, maka tidak boleh antara yang
berijab dan yang menerima berbeda lafal, seperti seseorang berkata:"aku
serahkan barang ini kepadamu sebagai jaminan". Kemudian yang
mengucapkan qabul berkata: "aku terima benda ini sebagai jaminan dan aku
berikan uang ini sebagai hutang ".

3. Menggambarkan kesungguhan dan kemauan dari pihak yang bersangkutan,

tidak terpaksa karena ancaman
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Cara-cara ijab gabul ada empat yaitu:
1. Lisan
Ijab qabul dilakukan dengan mengucapkan kehendaknya masing-
masing yang saling berhubungan dan bersesuaian antara kehendak satu
dengan lainnya.
2. Tulisan
Orang yang berakad Para pihak membuat suatu tulisan yang
menyatakan adanya suatu perikatan diantara mereka. Tulisan ini
dimaksudkan dengan surat perjanjian rahs, tujuan tulisan tersebut agar bisa
dibaca oleh kedua belah pihak yang bertransaksi dan bagi orang yang
membutuhkan.'” Surat perjanjian ini berisikan identitas para pihak, objek
perjanjian, hak dan kewajiban para pihak, dimulai dan berakhirnya perjanjian.
3. Isyarat
Suatu perikatan dapat pula dilakukan dengan isyarat. Hal ini biasanya
terjadi pada perjanjian orang cacat. Isyarat ini dilakukan asalkan para pihak

memahami perikatan yang dilakukan.

19 Kamaluddin A. Marzuki dkk, Teriemahan Figih Sunnah Sayyid Sabig, (Bandung: Al Ma’arif,
1988), 22
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4. Perbuatan
Ijab qabul dapat pula dilakukan oleh para pihak dengan suatu
perbuatan. Perbuatan ini berupa saling memberi dan menerima.”’

Apapun cara yang dilakukan dalam perjanjian gadai, hendaknya maksud
yang terkandung dalam perjanjian tersebut jelas dan tersampaikan dengan
dimengerti oleh pihak-pihak yang terkait.

Kedua tentang orang yang berakad, Agid atau subyek akad ialah orang
yang berakad, terkadang masing-masing pihak terdiri dari satu orang, terkadang
terdiri dan beberapa orang. Dengan kata lain Agid dalam hal ini bisa dalam
bentuk manusia atau badan hukum.?'

1. Manusia
Manusia yang melakukan akad haruslah mukalaf yaitu orang yang
telah dianggap mampu bertindak hukum, baik yang berhubungan dengan
perintah Allah SWT, maupun dengan larangan-Nya. Seluruh tindakan hukum
mukallaf harus dipertanggung jawabkan. Apabila ia mengerjakan perintah
Allah SWT, maka ia mendapat imbalan pahala dan kewajibannya terpenuhi,
sedangkan bila ia mengerjakan larangan Allah SWT, maka ia mendapat risiko

7sa dan kewajibannya belum terpenuhi.

Bank dan Asuransi Islam di Indonesia, (Jakarta : Kencana, 2005), 100-101
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Dari segi kecakapan melakukan akad, manusia dapat terbagi
menjadi.?

a. Manusia yang tidak dapat melakukan akad apapun, seperti karena cacat
jiwa, cacat mental (jika ini diderita bersifat temporer atau ada kalanya dia
sadar, maka akad yang dilakukannya pada waktu sadar dinyatakan sah
dan secara otomatis saat dia gila akadnya akan dianggap tidak sah atau
batal)® atau anak kecamatanil yang belum mumayyiz (bila akad dalam
skala kecil, menurut beberapa pendapat diperbolehkan, seperti jual beli
makanan kecil yang bila orang tua yang melakukan akan merepotkan).
Anak dalam kandunganpun bisa dikatakan cakap bila berhubungan
dengan hak yang menjadi kepentingannya seperti dalam hal harta waris
walaupun kecakapan tersebut yang belumlah sempurna.®*

b. Manusia yang dapat melakukan akad tertentu, misalnya anak yang sudah
mumayyiz, tetapi belum baligh. Akad-akad tertentu ini adalah suatu akad
atau kegiatan muamalah dalam bentuk penerimaan hak seperti menerima

hibah. Sedangkan, akad atau kegiatan muamalah yang mungkin

2 Abdul Aziz Dahlan, Ensiklopedi Hukum Isfam, jilid 5 (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve,1996),
1219

BKamaluddin A. Marzuki dkk, Terjemahan Figih Sunnah Sayyid Sabig, (Bandung: Al Ma’arif, 1988),
25

H Basyir. Ahmad. Haji, Asas-asas Hukum Muamalat, (Hukum Perdata Islam), (Yogyakarta : UII
Press, 2000), 27
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merugikan atau mengurangi haknya adalah tidak sah, seperti memberikan
hibah atau wasiat, kecuali mendapat izin atau pengesahan dari walinya.

c. Manusia yang dapat melakukan seluruh akad, yaitu untuk yang telah
memenuhi syarat-syarat mukallaf.

Hal yang sering dijadikan ukuran dalam mukallaf adalah bahwa
seseorang tersebut telah menginjak dewasa. Ukuran dewasa ini dapat dilihat
untuk laki-laki ukurannya telah bermimpi dan untuk perempuan adalah bila
telah haid. Ukuran umurpun bisa jadi patokan kedewasaan yaitu telah
menginjak usia 15 tahun. Ini diperjelas oleh Aadfs dari Ibnu Umar, bahwa
Ibnu Umar tidak diizinkan Nabi Muhammad SAW, untuk mengikuti perang
(perang uhud) ketika usianya telang menginjak 14 tahun. Akan tetap ketika
usianya telah mencapai 15 tahun ia diizinkan untuk turut berperang (perang
Khandaq). Menurut Imam Muhammad Abu Zahra, pada usia baligh ini orang
sudah dapat dibebani hukum Taklif atau sudah dapat bertindak hukum karena
ia sudah berakal dan memiliki kecakapan bertindak hukum secara sempurna.

Pihak yang melakukan akad haruslah memenuhi kriteria Ahliyah
(kecakapan). Ahliyah (kecakapan), yaitu kecakapan seseorang untuk
memiliki hak dan dikenai kewajiban atasnya dan kecakapan melakukan
tasarruf. Ahliyah sendiri terbagi atas dua macam yaitu:

a. Abhliyah wujub adalah kecakapan untuk memilki suatu hak kebendaan.
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b. Abhlivah ada’ adalah kecakapan memiliki fasharruf dan dikenai
tanggungjawab atau kewajiban, baik berupa hak Allah SWT. Atau hak
manusia. Alliyah ada’ terbagi menjadi menjadi dua macam, yakni:

1) Abhliyah ada’ al Nagqisah, yaitu kecakapan bertindak yang tidak
sempurna yang terdapat pada mumayyiz dan berakal sehat. Ia dapat
ber- Tasaruffapi tidak cakap melakukan akad.

2) Abliyah ada’ al-Kamilah, yaitu kecakapan bertindak yang sempurna
yang terdapat pada akil baligh dan berakal schat. Ia dapat ber- 7asaruf
dan cakap untuk melakukan akad
Beberapa pandangan ulama tentang kriteria a/-afh/iyah yakni:

a. Menurut ulama syafi’iyah, ah/jyah adalah orang yang telah sah untuk jual-
beli, yakni berakal dan mumayyiz, tetapi tidak disyaratkan harus baligh.
Dengan demikian, anak kecil yang sudah mumayyiz dan orang bodoh
berdasarkan izin walinya diperbolehkan melakukan rahn.

b. Menurut ulama selain hanafiyah, ah/iyah dalam rahn seperti pengertian
ahliyah dalam jual beli dan derma. Rahn tidak dapat dilakukan oleh orang
mabuk, gila, bodoh atau anak kecil yang belum baligh. Walipun tidak
boleh menggadaikan barang yang dikuasainya, kecuali dalam keadaan

madarat dan meyakini bahwa pemegangnya yang dapat dipercaya.
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2. Badan hukum

Badan hukum merupakan badan yang dianggap dapat bertindak dalam
hukum dan yang mempunyai hak-hak, kewajiban-kewajiban dan perhubungan
hukum terhadap orang lain atau badan lain. Dalam Islam, badan hukum

disebut syirkah, seperti tercantum dalam al-Qur’an dan Aadfs berikut:

I g 188 148 S o ET S O

-

Artinya: (tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka
mereka bersekutu dalam yang sepertiga.... (An-Nisa’:12).%

I,E;Téﬁ,'\fw;ga;:,ulaﬁw""ngmlh )\50)

Artinya: . Dan sesunggubnya kebanyekan -darii orang yang berserikat - itu
sebagian mercka berbuat zalim kepada sebagian yang lain, kecuali
orang-orang yang beriman..... (QS Shaad: 24)%

Ketiga tentang barang yang dijadikan agunan, hendaknya milik
pemberi gadai(pemilik jaminan) dan barang tersebut harus ada saat diadakan
perjanjian, menyangkut barang yang dijadikan jaminan gadai ini dapat
bermacam-macam, bisa dalam bentuk benda bergerak seperti surat berharga

dan benda yang tidak bergerak seperti tanah. Jaminan atau agunan

merupakan unsur terpenting dalam perjanjian gadai.

* Departemen Agama Rl, A/-Qur'an dan Terjemahnys, (Bandung: CV Diponegoro, 2000), 117

% 1bid., 735.
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Keempat tentang utang, utang dalam perjanjian gadai hendaklah
hutang yang tetap atau tidak bertambah (utang yang berbunga), karena jika
ini terjadi maka tambahan yang dilakukan dalam perjanjian tersebut
dikategorikan riba yang merupakan salah satu tambahan yang dilarang dalam

syari’at Islam.

D. Syarat Gadai
Ulama figh sepakat, bahwa syarat sahnya rahz menyangkut beberapa
syarat yakni:
1. Syarat yang menyangkut para pihak (a¢gid) yang membuat akad rahn
‘ Menurut Hamzah Ya’cup®’, syarat manusia sebagai subyek hukum terbagi
menjadi:
a. Agqil, yaitu orang yang harus berakal sehat. Dalam HR Al-Bukhari, abu
Dawud, At-Tirmizi, [bnu Majah dan Ad-Daruqutni dari Aisyah binti Abu
Bakar dan Al bin Abi Tholib, Nabi Muhammad SAW bersabda:
"Diangkatkan pembebanan hukum dari tiga (jenis orang): orang tidur
sampai bangun, anak kecil sampai baligh dan orang gila sampai ia
sembuh”.

b. Tamyiz yaitu orang yang dapat membedakan baik dan buruk.

27 Rachmat Syafe’l, Figih Muamalah, (Bandung : Pustaka Setia, 2000), 163
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Mukhtar, yaitu orang yang bebas dari paksaan. Dalam QS. An-Nisa’:29,
dikemukakan bahwa suatu akad harus dilaksanakan secara suka sama

suka di antara para pihak.

2. Syarat Sighat

a.

Hal yang berkaitan dengan syarat Sighat antara lain

Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa S$ighat dalam rahn tidak boleh

memakai syarat atau dikaitkan dengan sesuatu. Rahn sama halnya dengan

jual beli jika dalam rafin memakai syarat tertentu maka syarat tersebut

batal dan rahn tetap sah. Syarat dalam rahn pandangan ulama Hanafiyah

ada yang sahi/h dan ada yang rusak.

Ulama syafi’iyah berpendapat bahwa syarat dalam rahn ada 3 yakni’®:

(1) Syarat sahih seperti mensyaratkan agar pemberi gadai segera
membayar sehingga jaminan tidak disita.

(2) Mensyaratkan sesuatu yang tidak bermanfaat, apabila terjadi maka
syarat tersebut batal tetapi akadnya sah.

(3) Syarat yang merusak akad, seperti yang dapat merugikan salah satu
pihak yang berakad.

Ulama Malikiyah berpendapat bahwa syarat rahn terbagi dua yakni rahn

sahih dan rahn fasid.

28 Ibid., 163
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(1) Rahn sahih adalah rahn yang mengandung unsur kemaslahatan dan
sesuai dengan kebutuhan.

(2) Rahn fasid adalah rahn yang didalamnya mengandung persyaratan
yang tidak sesuai dengan kebutuhan atau dipalingkan pada sesuatu
yang haram seperti mensyaratkan barang harus berada dibawah
tanggung jawab rahin.

d. Ulama Hanabilah berpendapat sama dengan Ulama Malikiyah bahwa
rahn terbagi menjadi Rahn sahih dan rahn fasid,
3. Syarat yang menyangkut utang (a/-Marhun bih)
}E{arlzun bih adalah hak yang diberikan ketika rahn. Ada beberapa
syarat dalam Marhun bih yakni:
a. Menurut ulama Hanafiyah®
(1) Marhun bih hendaklah barang yang wajib diserahkan
(2) Marhun bih memungkinkan dapat dibayarkan, bila tidak, maka rahn
menjadi batal atau tidak sah sebab menyalahi maksud dan tujuan dari
disyariatkannya rahn.
(3) Hak atas Marhun bih harus jelas, tidak boleh menyerahkan dua
Marhun bihtanpa dijelaskan utang mana yang menjadi ra/n.
b. Menurut ulama syafi’iyah dan Ulama Hanabilah memberikan tiga syarat

bagi Marhun bih yakni:

2 Ibid., 163-164
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(1) Berupa utang yang tetap dan dapat dimanfaatkan
(2) Utang harus lazim pada waktu akad
(3) Utang harus jelas dan diketahui oleh rahin dan murtahin
Secara umum syarat utang adalah
a. Wajib dikembalikan oleh penerima hutang kepada pemberi hutang
b. Utang itu dapat dilunasi dengan agunan tersebut
c. Utang harus jelas dan tertentu
4. Syarat yang menyangkut agunan atau Borg (Marhun)
Marhun adalah barang yang dijadikan jaminan atau agunan oleh rahn.
Syarat marhun _sendiri,ulama sepakat bahwa syarat marhun dalam rahn sama
halnya persyara'tan barang dalam jual beli, sehingga barang tersebut dapat
dijual untuk memenuhi murtahin.
Ulama Hanafiyah mensyaratkan marhun antara lain®®

Dapat diperjual belikan

o

b. Bermanfaat

c. Jelas

d. Milik rahin

e. Bisa diserahkan

f. Tidak bersatu dengan harta lain dipegang (dikuasai) oleh rahin

g. Harta yang tetap atau dapat dipindahkan

3 Ibid., 164
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5. Syarat yang meyangkut kesempurnaan rahn (memegang barang)
Secara umum, ulama sepakat bahwa yang memegang jaminan

merupakan syarat dalam rahn sesuai dengan firman Allah SWT.
(YAY t3adl) .. 3y B3 G i 5 iz Je 2587 i3

Artinya : Jika kamu dalam perjalanan (dan bermuamalah tidak secara tunai),

sedang kamu tidak memperoleh penulis, hendaklah ada barang
tanggungan yang dipegang. (QS.al-Baqarah : 283)°!
Namun yang menjadi perdebatan yakni apakah memegang barang
jaminan tersebut termasuk syarat lazim ataukah syarat kesempurnaan.

a. Jumbur ulama selain Malikiyah berpendapat bahwa memegang jaminan
bukan syarat sah rahn tetapi syarat lazim. Jika barang telah dipegang
murtahin, akad bisa dikembangkan lagi. Sebaliknya jika rahin sudah
menyerahkan barang, maka akad menjadi lazim dan rahin tidak boleh
membatalkan secara sepihak.

b. Ulama Malikiyah berpendapat memegang marhun adalah syarat
kesempurnaan dan bukan syarat sah ataupun syarat lazim, karena akad
dipandang lazim jika telah ada jjab dan gabul, akan tetapi murtahin masih
tetap sebagai pihak yang memegang jaminan jika tidak rahn batal

Untuk bagaimana penyerahan dengan memegang agunan agar dapat

dilakukan.

3! Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, (Bandung : CV Diponegoro, 2000), 89
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a. Cara memegang marhun
Cara memegang marhun adalah dengan secara nyata atau dengan
wasilah yang intinya memberikan keamanan kepada yang memberikan
utang (murtahin).
Syarat-syarat memegang diantaranya adalah:
(1) Atas seizin rahin, ulama sepakat bahwa murtahin boleh memegang
jaminan atas seizin rahin, baik sarih (jelas) maupun dilalah (petunjuk)
(2) Rahin dan murtahin harus ahli dalam akad
(3) Murtahin harus tetap memegang rahn
Sedangkan syarat memegang borg, ulama berpendapat
1) Ulama Hanafiyah, Malikiyah dan Hanabilah, bahwa syarat untuk
memegang borg, mengharuskan murtahin tetap atau lama dalam
memegangnya.
2) Ulama Malikiyah dan Hanafiyah, rahn akan batal jika murtahin
tersebut meminjamkan atau menitipkan borg kepada rakin
3) Ulama Hanabilah berpendapat, akad rahn tidak batal, tetapi hilang
kelazimannya dan akan menjadi lazim lagi jika raf/n mengembalikan
borg kepada murtahin
4) Ulama Syafi’iyah berpendapat bahwa akad rahn tidak batal jika
murtahin menitipkan atau meminjamkan kepada raf/n misalnya untuk

dimanfaatkan
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b. Orang yang berkuasa atas borg
Orang yang berkuasa atas barang jaminan adalah murtahin atau
wakilnya. Hal ini telah sesuai dengan tujuan berkuasanya murtahin, yaitu
agar murtahin merasa aman akan utang yang diberikan.
6. Beberapa hal yang berkaitan dengan syarat rahn
a. Borgharus utuh

Perbedaan ulama mengenai keutuhan borg, antara lain:

(1) Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa borg harus utuh, tidak boleh
bercerai-berai dengan alasan bahwa rahn harus tetap berada di tangan
orang yang telah memberikgn utang dan ini akan terpenuhi jika
barang yang dijadikan jaminan itu utuh.

(2) Jumbur ulama membolehkan borg dengan barang yang tidak utuh
asalkan sah diperjualbelikan.

b. Borgyang terkaitan dengan benda lain

(1) Ulama hanafiyah berpendapat, tidak sah jika borg berkaitan dengan
benda lain, seperti borg buah yang ada dipohon sedang pohon tersebut
tidak dijadikan borg.

(2) Jumbur ulama membolehkan selagi borg dapat diserah terimakan,
akan tetapi jika yang dijadikan borg adalah rumah maka barang yang
ada dalam rumah tidak termasuk borg kecuali ada pernyataan jelas

sebelumnya.
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¢. Gadai utang
(1) Ulama selain Malikiyah berpendapat hahwa utang tidak dapat
dijadikan borg sebab utang tidak termasuk harta yang tampak.
(2) Ulama Malikiyah berpendapat, utang boleh dijadikan borg sebab
utang termasuk sesuatu yang dapat dijual.
d. Gadai barang yang dperdagangkan atau dipinjam
Ulama sepakat bahwa barang yang didagangkan atau sedang
dipinjam bolah dijadikan borg. Diperbolehkan juga menjadikan sawah
atau ladang yang sedang diusahakan atau digarap oleh orang lain sebagai
borg.
e. Menggadaikan barang pinjaman
Para imam madzhab membolehkan menggadaikan barang
pinjaman atas seizin pemiliknya, walaupun pada dasarmya barang yang
digadaikan haruslah milik rahin.
f. Gadai tirkah (harta peninggalan jenazah)
(1) Ulama Hanafiyah, Malikiyah dan Hanabilah membolehkan gadai
tirkah jika jenazah telah dinyatakan bebas utang.
(2) Ulama Syafi’iyah, tidak membolehkan menggadaikan sebagian dari

harta tirkah.
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g. Gadai barang yang cepat rusak
Ulama Hanabilah membolehkan menggadaikan barang yang cepat
rusak, jika borg dimungkinkan akan kuat, jika dimungkinkan akan rusak,
maka murtahin diperbolehkan untuk menyegerakan untuk menjualnya.
h. Menggadaikan kitab
(1) Ulama Hanafiyah, Malikiyah dan paling masyhur dari golongan
Syafi’iyah membolehkan untuk menggadaikan A/-Qur’an dan kitab-
kitab Hadfs atau tafsir.
(2) Ulama Hanabilah berpendapat bahwa menggadaikan A/-Qur’an
tidaklah sah sebab A/-Qur’an tidak boleh -diperjualbelikan. Akan
tetapi menggadaikan kitab Hadis atau tafsir kepada seorang Kkafir

diperbolehkan.

E. Pertambahan Jaminan dalam Rahn
Pertambahan yang ada pada jaminan saat perjanjian rahn masih terjadi
tetap akan menjadi milik rahin, hal ini dikarenakan rahin adalah pemilik asli dari
jaminan yang diberikan. Jumhur ulama sepakat bahwa apapun bentuk tambahan
dari jaminan yang terjadi selama masa perjanjian berlangsung adalah milik rahin,

berikut bendapat-pendapat ulama mengenai hal tersebut:
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1. Ulama Hanafiyah®® berpendapat bahwa tambahan yang termasuk dalam
jaminan rahn, baik yang dikaitkan seperti buah, susu atau yang terpisah
seperti anak hewan dan yang tidak terkait dengan rahn seperti upah yang
menjadi milik rahin.

2. Ulama Malikiyah berpendapat bahwa yang termasuk dalam rahn adalah
sesuatu yang dihasilkannya, berkaitan dan tidak terpisah seperti lemak dan
yang terpisah seperti anakan. Sesuatu yang bukan asli sebagai jaminan dan
tidak termasuk jaminan seperti buah yang dihasilkan pohon, atau sewa rumah
yang termasuk tidak dihasilkan oleh jaminan

3. Menurut ulama Syafi’iyah, segala macam tambahan, baik yang dihasilkan
atau tidak, yang berkaitan atau tidak, semuanya termasuk rafn. Dengan

begitu hukumnyapun termasuk dalam rafn.

F. Pertambahan Utang dalam Rahn
Jumhur ulama sepakat membolehkan jika rahin menambahkan jaminan
kepada murtahin untuk utang yang sama. Semisal rahin meminjam sejumlah
uang dengan menggadaikan satu barang, kemudian rahin menambahkan jaminan
lain tanpa ada tambahan utang.
Namun tidak demikian jika tambahan yang dimaksudkan adalah

tambahan utang dengan jaminan yang sama, seperti rafn meminjam sejumlah

32 Rachmat Syafe’l, Figih Muamalah, (Bandung : Pustaka Setia, 2000), 163
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vang dengan satu jaminan, kemudian saat yang lain rahin meminta tambahan

hutang tanpa ada jaminan yang lain (satu jaminan). Ulama mempunyai

pandangan yang berbeda untuk kasus ini, yakni:

1. Ulama Hanafiyah, Muhammad, Hanabilah dan satu pendapat daru Syafi’iyah
berpendapat, tidak sah menambahkan utang scbab dapat dianggap jaminan
itu untuk rahn yang kedua, padahal jaminan terkait dengan raAn pertama dan
yang pertamalah yang disahkan,

2. Imam Malik, Abu Yusuf, Abu Tusr, Al-Majani dan Al-Mundzir
membolehkan tambahan utang tersebut, ini disebabkan rahn kedua
membatalkan rahn yang pertama (sama halnya dengan menggac!aikan satu

jaminan dengan dua utang).

G. Berakhirnya Rahn
Dalam suatu perjanjian harus ditentukan kapan berakhirnya suatu
perjanjian, ini agar ada kepastian hukum terhadap apa yang berkaitan dengan
rahn. Berakhirnya rahn akan terjadi bila:>®
1. Borg diserahkan kepada pemiliknya, jika borg diserahkan, tidak ada lagi
jaminan maka perjanjian tersebut tidak ada lagi. Rahn dipandang habis pula

jika borg dipinjamkan kepada orang lain atas seizin rahin.

33 Ibid., 178-179
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Dipaksa menjual borg, hal ini terjadi jika rahin dipaksa hakim untuk menjual
borg atau dapat pula hakim menjualnya jika rahin menolak

Rahin melunasi semua utang

Pembebasan utang

Pembatalan rahn dari pihak murtahin

Rahin meninggal

Borgrusak

Tasarufkan borg

H. Barang Jaminan dan Pemanfaatannya

1.

Barang Jaminan
a. Pengertian Barang Jaminan
Barang jaminan adalah barang yang mempunyai nilai harta yang
digunakan untuk menjamin hutang hingga orang yang berhutang boleh
mengambil hutang atau ia mengambil sebagian (manfaat) barang
tersebut.**
Sedang definisi Barang jaminan berkaitan dengan gadai, yakni
hutang dengan menggadaikan atau menahan barang miliknya untuk

mendapat sejumlah vang.

3 Kamaluddin A. Marzuki dkk, Terjemahan Figih Sunnah Sayyid Sabig, (Bandung: Al Ma’arif,
1988), 139
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Barang jaminan merupakan salah satu unsur dalam perjanjian
hutang piutang. Didalam A/-Qur'an dan Hadisidak ada yang
menjelaskan pokok barang yang dijadikan jaminan, baik barang jaminan
itu berupa barang bergerak ataupun barang tidak bergerak. Namun dalam
Al-Qur’an dijelaskan tentang tuntunan apabila kita bertransaksi tidak
secara tunai sebagaimana dijelaskan dalam surat Al-Baqarah ayat 283

b. Dasar Hukum Barang Jaminan

Barang jaminan hukumnya adalah boleh, ini didasari oleh A/-

Qur’an, Hadjs dan ijma’
1) Al-Qur’an
30 asg p8ais ool 0P Toophs B3 W A4 5 Ao e 15 O

22

wr 2% ‘I.T “’ el s, o . ”w‘ I)‘_g_' y’ ”’ A.U‘ &:JJ ”Ib{ (J‘.,‘ ‘;'U‘

(YAY) r‘“ ) _,Luu &

Artinya: Jika kamu dalam perjalanan (dan bermuamalah tidak
secara tunai) sedang kamu memperoleh seorang penulis,

maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang

(oleh yang menghutangkan). Akan tetapi jika scbagian

kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah

yang dipercayai ity menunaikan amanat (hutang)nya dan

hendaklah ia berta aqwa kepada Allah Tuhannya” (QS . Al-

) Baqarah ayat 283)°
2) Hadits

Dalam satu riwayat dikatakan bahwa Rasulullah membeli

makanan dari seorang Yahudi dengan menjadikan baju besinya

3 Departemen Agama RI, A/-Qur’an dan Terjemahnya, (Bandung: CV Diponegoro, 2000), 89
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sebagai barang jaminan. (HR Bukhari dan Muslim dari Aisyah binti
Abu Bakar)*®
¢. Rukun Barang Jaminan
Karena barang jaminan berkaitan dengan rahn, maka rukunnya

berkaitan dengan rahn. Para ulama figh berbeda pendapat dalam

menetapkan rukun ar-rahn, antara lain

1) Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa rukun ar-rahn itu hanya ijab
(pernyataan penyerahkan barang sebagai agunan itu). Disamping itu,
menurut mereka, untuk sempurna dan mengikatnya akad ar-rahn ini,
maka diperlukan al-qabdh (penguasaan barang) oleh pemberi utang.
Adapun kedua orang yang melakukan akad, harta yang diijadikan
agunan dan utang

2) Menurut hanafiyah hal-hal yang dipaparkan hanafiyah termasuk
syarat-syarat ar-rahnbukan rukunnya

3) Menurut jumhur ulama rukun ar-rahn ada empat, yaitu;
a) Shigat (lafal jjab dan gobul)
b) Orang yang berakad (ar-rahin dan a/-murtahin)
c¢) Harta yang dijadikan agunan ( a/-marhun)

d) Dan utang (a/-marhun bih)

3Syahdeni Sutan Remy, Perbankan Islam dan Kedudukannya dalam Tata Hukum Perbankan
Indonesia, (Jakarta : Prenada Media, 1999), 77
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d. Syarat Barang Jaminan

Disini para ulama sepakat bahwa syarat barang jaminan hutang

sama dengan persyaratan barang dalam jual beli.

D
2)
3)
4)

5)

6)

7

8)

1)

2)

Ulama Hanafiyah sepakat bahwa syarat barang jaminan
Dapat diperjual belikan dan nilainya seimbang dengan hutang
Barang jaminan itu bernilai harta dan dapat dimanfaatkan
Barang jaminan itu jelas dan tertentu
Barang jaminan itu milik rahin
Barang jaminan itu tidak terkait dengan hak orang lain/bisa
diserahkan
Barang jaminan itu merupakan harta yang utuh, tidak bersatu dengan
harta lain atau tidak bertebaran di beberapa tempat
Dipegang (dikuasai) oleh rahin
Harta yang tetap atau dapat dipindahkan sebagaimana surat Al-
Bagarah ayat 283" hendaknya ada barang tanggungan yang dipegang”
Adapun syarat tambahan apabila syarat-syarat diatas terpenuhi
Barangnya telah tersedia
Untuk utang yang jelas

Syarat barang tersebut harus ada saat serah terima hutang piutang

atau gadai dan tidak dibolehkan menjaminkan barang yang belum ada,
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seperti barang masih dipesan, barang yang dipinjam orang atau barang
yang dirampas orang.

Disamping syarat tersebut, ulama sepakat menyatakan bahwa
rahn baru dianggap sah secara hukum, apabila barang yang dijadikan
jaminan sudah berada di tangan penerima gadai dan utang telah diterima
oleh penggadai. Syarat yang terakhir, jaminan harus dikuasai oleh
pemberi piutang (kalau berupa tanah, yang dikuasai adalah surat-surat
atas tanah yang dijadikan jaminan tersebut .’

2. Pemanfaatan Barang Jaminan

Para ulama sepakat menyatakan, untuk segala biaya yang dibutuhkan
untuk pemeliharaan barang jaminan menjadi tanggungan pemilik yaitu orang
yang berhutang,

Kesepakatan ini didasari pula bahwa tidak boleh menyia-nyiakan
jaminan karena termasuk dengan menyia-nyiakan harta. Akan tetapi selama
dalam perjanjian rahn, jaminan juga tidak boleh dimanfaatkan terlalu lama,
hal ini ditakutkan jika jaminan tersebut hilang ataupun rusak. Atas dasar
tidak diperbolehkannya menyia-nyiakan jaminan. Disini dibedakan antara
pemanfaatan dan men 7asarufkan barang jaminan
a. Pemanfaatan barang jaminan

1) Pemanfaatan oleh rahin

3 Haroen, Nasrun. Figlh Muamalah, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), 255
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d)
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Ulama Hanafiyah berpendapat, bahwa rahin tidak boleh
mengambil manfaat atas barang jaminan tanpa seizin murtahin,
begitu pula sebaliknya. Mereka beralasan bahwa barang jaminan
harus tetap dikuasai murtahin selamanya.

Ulama Hanabilah berpendapat sama dengan Ulama Hanafiyah,
dengan alasan bahwa manfaat yang ada dalam barang jaminan
pada dasarnya termasuk rafn.

Ulama Malikiyah berpendapat bahwa apabila murtahin
mengizinkan rahin untuk memanfaatkan barang jaminan, maka
akad akan menjadi batal. Adapun jika rahin mengetahui,
murtahin  diperbolehkan memanfaatkan barang jaminan
sekedarnya, sebagian ulama malikiyah berpandangan, karena jika
murtahin terlalu lama memanfaatkan barang jaminan, maka ia
harus membayarnya kecuali rahin tidak mempermasalahkannya
dan sebagian yang lain berpandangan tidak diharuskan membayar
Ulama Syafi’iyah berpendapat bahwa rahin diperbolehkan untuk
memanfaatkan barang jaminan. Akan tetapi, Jika tidak
menyebabkan nilai jaminannya berkurang, maka tidak perlu
meminta izin seperti menempati dan jika menyebabkan nilai
jamian berkurang, maka rahin harus meminta izin kepada

murtahin seperti jaminan sawah.
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2) Pemanfaatan oleh murtahin

a)

b)

Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa murfahin tidak boleh
memanfaatkan barang jaminan, sebab dia hanya berhak menguasai
dan tidak boleh memanfaatkannya. Namun sebagian ulama
Hanafiyah ada yang membolehkan untuk memanfaatkannya jika
diizinkan oleh rahin tetapi sebagian yang lainnya tidak
membolehkannya sekalipun ada izin bahkan menurut sebagian ini
mengkategorikan pemanfaatannya sebagai riba dan jika
disyaratkan ketika akad untuk memanfaatkan barang jaminan,
maka hukumnya termasuk riba dengan kata lain haram.

Ulama Malikiyah dan Ulama Syafiiyah berpendapat,
membolehkan murtahin memanfaatkan barang jaminan jika
diizinkan oleh rahin atau disyaratkan ketika akad dan barang
jaminan tersebut berupa barang yang dapat diperjualbelikan serta
ditentukan waktunya secara jelas.

Pendapat ulama Hanabilah, jika barang jaminan berupa hewan,
maka murtahin boleh memanfaatkan seperti mengendarai atau
mengambil susunya sekedar mengganti biaya meskipun tidak
diizinkan rahin. Dan jika jaminan tersebut selain hewan, maka

tidak boleh dimanfaatkan kecuali izin rahin
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Menurut Fathi ad_Duraini, kehati-hatian para ulama dalam

menetapkan pemanfaatan barang jaminan baik oleh rahin maupun

murtahin bertujuan agar kedua pihak tidak dikategorikan pemakan riba’®.

Oleh karena itu jika syarat pemanfaatan telah ditetapkan sebelumnya

dalam perjanjian maka akad rahn dianggap tidak sah karena pada

dasarnya Islam menetapkan aturan bermuamalah salah satunya agar kita

saling tolong menolong,

Tasaruf(mengusahakan) barang jaminan

1)

2)

Tasaruf(mengusahakan) barang jaminan oleh rahin
a) Rahin diperbolehkan mengusahakan barang jaminan seperti
meminjamkan, menjual, hibah, sedekah dan sebagainya sebelum
diserahkan kepada murtahin.
b) Rahin tidak boleh mengusahakan jaminan setelah diserahkan
kepada murtahin, kecuali atas seizin murtahin.
Tasaruf(mengusahakan) barang jaminan oleh murtahin
Murtahin tidak boleh untuk men 7gsaruf kan jaminan tanpa
seizin murtahin. Hal ini disebabkan perbuatan yang akan

dilakukannya dapat dimaksudkan telah mengusahakan barang yang

bukan miliknya.

38 Ibid., 257
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3) Pembagian tentang barang jaminan yang boleh dan tidak untuk
dimanfaatkan, berikut penjelasannya
a) Barang jaminan yang tidak boleh diambil manfaatnya

Barang jaminan merupakan unsur tambahan dalam
perjanjian hutang piutang atau gadai yang bertujuan agar
peminjam atau penggadai tidak lalai dalam pelunasan hutangnya,
oleh karena itu barang jaminan disini hanya sebagai tanggungan
hutang bukan untuk diambil manfaatnya oleh penerima
gadai/hutang.

Pendapat Fugaha’ juga melarang pengambilan manfaat
atas barang jaminan walaupun atas izin penggadai/ orang yang
berhutang karena hal ini termasuk kategori riba.

Bahkan bila barang jaminan tersebut berbentuk burung
lalu bertelorpun, maka telor tersebut tetap menjadi milik yang
mempunyai jaminan tersebut.>® seperti halnya hadis nabi berikut
Sabda Rasulullah:

Semua pinjaman yang menarik manfaat adalah riba, (HR

Bukhari)”

% Doi A Rahman. Penjelasan Hukum-hukum Allah (Syariah), (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada,
2002), 493
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Artinya: Pemilik harta yang diagunkan jangan dilarang

memanfaatkan hartanya, karena segala hasil barang itu
menjadi milik (pemilik)Nya. (HR Asy-Syafi’i dan Ad-
Daruqutni)™*

Tentang sejauh mana barang jaminan dapat dipegang oleh

penerima hutang, para ulama berbeda pendapat

1

2)

Ulama Hanafiyah berpendapat barang jaminan dapat ditahan
oleh penerima hutang sampai penghutang pelunasi hutangnya.
Ulama Syafiiyah berpendapat barang itu bersangkutan dengan
utang yang tidak dibayar, walau pemilik barang jaminan dapat
memanfaatkan barang jaminan tetapi sebelum ada persetujuan
dari pemegang barang jaminan, barang jaminan tidak
dibolehkan disewakan atau diperjualbelikan. Menurut mazhab
Syafi’i pula bahwa pihak penggadailah yang berhak atas
manfaat barang jaminan walaupun barang tersebut telah
menjadi jaminan, kekuasaan atas barang jaminan oleh
penerima gadai tidak membatalkan penggadai untuk

memanfaatkan barang jaminan tersebut.

% Syahdeni, Sutan Remy, Perbankan Islam dan Kedudukannya dalsm Tata Hukum Perbankan
Indonesia, (Jakarta Prenada Media, 1999), 77



51

3) Pada dasarnya jumbur ulama kecuali Hanabilah, mempunyai
pendapat yang sama tentang pemanfaatan barang jaminan
hanya tidak berlaku bagi pemegang barang jaminan tersebut,
hal ini dikarenakan pemegang barang tersebut tidak memiliki
barang secara utuh. Hak pemegangan barang jaminan hanya
berupa jamnan atas piutang yang diberikan pemberi gadai
(pemiliki jaminan), yang apabila ia lalai atau tidak mampu
melunasi utangnya, barulah pemegang jaminan boleh menjual
atau menghargai barang itu untuk melunasi piutangnya.
Alasan jumbur ulama ini berpedoman pada sabda Nabi saw
berikut:

Artinya: Barang jaminan tidak boleh disembunyikan dari
pemiliknya, karena hasil (dari barang jaminan) dan
resiko (vang timbul atas barang itu) menjadi
tanggung jawabnya (HR al-Hakim,al-Baihaqi dan
Ibn Hibban dari Abu Hurairah)*!

b) Barang jaminan yang boleh dimanfaatkan
Pemanfaatan barang jaminan boleh dilakukan apabila telah
mendapat izin dari pemilik jaminan, ini sesuai dengan pendapat
ulama Hanafiyah, karena izin ini tidak menghalanginya

memanfaatkan barang jaminan*?

! Haroen, Nasrun, Figh Muamalah, (Jakarta : Gaya Media Pratama, 2000), 256

42 Ibid., 257
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Pemanfaatan barang jaminan boleh dilakukan oleh
penerima gadai dengan catatan barang jaminan tidak ada
pengurangan nilai atas barang jaminan tersebut.

Pemanfaatan barang jaminan juga dibolehkan jika jaminan
tersebut memerlukan perawatan, dan jika dibiarkan maka barang
jaminan tersebut akan rusak atau mati

Ulama Hanabilah berpendapat, Barang jaminan boleh
dimanfaatkan apabila barang jaminan tersebut berupa binatang
yang bisa ditunggangi atau binatang ternak yang bisa diambil
susunya, ini akibat dari pemiliki modal menerima imbalan atas
pemberian makan kepada binatang tersebut, sebagaimana hadis
Nabi Saw:

1) Dari Asy Sya’bi, dari Abu Hurairah, dari Nabi Saw, bersabda:
G3ha O 18 ity CIE 5 G5 Bem ol oo ae o
SIZ 5 o8 o Jes ok B8 13 ailly 258 1Lty

o Z220)

Artinya: Susu binatang perah boleh diambil jika ia sebagai
borg dan diberi nafkah (oleh murtahin), boleh
menunggangi binatang yang diberi nafkah (oleh
murtahin) jika binatang itu menjadi barang gadaian.
Orang yang menunggangi dan mengambil susu wajib
memberi makan/ nafkah.

43 Al-Bukhori, Shahih Bukhori dalam Barnamij al-Hadits asy-Syarif: al-Kutub al-Tis'ah (CD

Program) No. 239
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2) Dari Abu Hurairah, dari Nabi Saw, beliau bersabda:

Artinya: Binatang yang digadaikan dapat digunakan untuk
berkendara sepanjang diberi makan; dan air susu dari
binatang yang digadaikan dapat diminum sebanding
dengan biaya yang dikeluarkan orang untuknya.
Orang yang mengendarai atau mengambil susu
binatang itu harus menanggung pengelvarann ya*

3) Dari Abu Hurairah, dari Nabi Saw, beliau bersabda:

o 2 ,°;)

Gk 087 15) iy L4 30 u‘J) cuy»;s G618 i
Sl daly )t olyyy AL Sskas &8 sl g

NOT gf Fugls
Artinya: Hewan yang dijadikan barang jamipan itu
dimanfaatkan sesuai dengan biaya yang dikeluarkan
dan susu dari kambing yang dijadikan barang
Jaminan diminum sesuai dengan biaya yng
dikeluarkan dan pada sctiap hewan yang
dimanfaatkan dan diambil susunya (wajib)
dikeluarkan biayanya (HR al-Bukhari,at-Tirmizi dan

Abu Dawud dari Abu Hurairah)

4) Dari Abu Shaleh, dari Abu Hurairah, dari Nabi Saw, beliau

bersabda:

“ Zainuddin Ahmad bin Abdul Lathif Az-Zabidi,Al-Imam, Terj Al-Tajrid Al-Shahih Ii Ahadits Al-
Jami’® Al-Shahih, (Bandung: Mizan. 1997), 56

“Al-Bukhori, Shahih Bukhori dalam Barnamij al-Hadits asy-Syarif : al-Kutub al-Tis'ah (CD
Program) No. 22999
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"Gadaian boleh diperah susunya dan ditunggangi”*®
Pemilik modal juga dapat memanfaatkan barang gadai
dengan catatan:

1) Hutang terscbut karena jual beli, bukan karena gqiradh
(pinjaman)

2) Pemilik modal yang mensyaratkan hendak manfaat barang
gadai untuk menjadi miliknya atau penggadai dengan suka rela
menyerahkan manfaat atas barang jaminannya, karena syarat
ada ketentuan waktu pengambilan manfaat tersebut dan

pengambilan manfaat tersebut dijadikan pelunasan hutangnya.

% Kamaluddin A. Marzuki dkk, Terjemahan Figih Sunnah Sayyid Sabiq, (Bandung: Al Ma’arif, 1988),

86



BAB III
PELAKSANAAN WATSIQOH TANAH SAWAH DI DESA

KALISAT KECAMATAN REMBANG KABUPATEN PASURUAN

A. Pengertian Watsigoh

Watsigoh merupakan serapan dari bahasa arab yakni Tsigah dari kata
kerja watsiga yatsiqu yang berarti mengikat, meneguhkan dan mempercayai
orang lain untuk memegang amanat. 7sigah artinya orang yang kokoh dan
terpecaya memegang amanat'. Tsigah secara istilah digunakan untuk
menunjukkan penilaian yang bgik terhadap orang yang memiliki reputasi
kesalehan pribadi dan sistem dokumentasi yang sempurna. Tsigah juga berarti
orang yang diberi kepercayaan oleh orang lain dalam hal agama, perilaku dan
akal karena dianggap mampu atau memiliki kelayakan yang mencukupi untuk
diserahi tugas.2

Tsigah terjadi oleh interaksi yang sangat lama dan menjadikannya dapat
memahami keadaan dan kondisi masing-masing orang yang ada di dalamnya baik

yang terkait dengan karakter, sikap, ide dan kemauannya.

' Muhsin Hariyanto, Konsep Tsigoh Dalam IImu Hadits, http://muhsinhar.umi/ac.id/?7p=985, 23 Nop
2010

2 Annas, Makna Arti Definisi Tsigoh, http://insidewinme.blogspot.com/2010/04/makna-arti-definisi-
tsiqah-tsigahhtmlIm=1, 07 April 2010
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Sedang watsiqoh dalam istilah masyarakat desa Kalisat diartikan sebagai

kebiasaan pinjam meminjam dengan jaminan.

B. Gambaran Umum Desa Kalisat

. Letak Geografis Desa Kalisat

a. Kalisat adalah desa yang terletak pada:

Daerah dataran rendah dengan ketinggian antara 6 m sampai 9
meter dan merupakan daerah yang subur 112.30 dan 113.30 bujur timur
dan lintas selatan dengan ketinggian 9,7 m diatas permukaan laut, dengan

luas 3,92KM? dan 4,20 KM? Jarak Desa ke Tbukota Kecamatan.>

. Batas wilayah
1) Sebelah utara : Desa oro Bulu
2) Sebelah selatan : Kecamatan Wonorejo
3) Sebelah barat : Kecamatan Pandaan
4) Sebelah timur : Desa Tampung

Kalisat mempunyai 5 dusun yakni Brukan, krajan, barat sungai,
budengan dan kedung likit, juga mempunyai 9 RW dan 49 RT

Untuk penggunaan lahan, masyarakat di Desa Kalisat lebih
banyak menggunakan lahan mereka sebagai lahan produksi yang dapat

menunjang perekonomian mereka yaitu sekitar 304,60Ha digunakan

3 Kantor Kecamatan Rembang, mimeo, Rembang, 2007
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sebagai persawahan, 6,50Ha tegal/lahan kering pertanian, 76,60Ha
sebagai bangunan dan pekarangan dan untuk lainnya ada 4,30Ha.* Untuk
luas panen tanaman pangan menurut jenisnya, untuk padi 208 Ha untuk
padi, 17 Ha untuk jagung, 54 Ha untuk kedelai, pisang 175Ha untuk
_jagung, 8 Ha untuk ubi kayu dan 6Ha untuk kacang tanah.’

Di Desa Kalisat angka kelahiran dan meninggalnya penduduk,
lebih banyak diperoleh angka kelahirannya yaitu angka kelahiran masing-
masing untuk laki-laki dan perempuan adalah 20 dan angka kematian
untuk laki-laki 15 dan perempuan 14. Di Kalisat ada sckitar 4724
penduduk dan 1479 rumah tangga dengan rincian 2191 laki-laki dan 2533
perempuan.

Penduduk yang mendiami Desa Kalisat seluruhnya beragama
Islam dan ada 8 masjid dan 40 langgar. Untuk lembaga pendidikan,
kecamatan Rembang terutama Desa Kalisat termasuk minim, karena
hanya terdapat 4 Madrasah Ibtidaiyah dan 2 Pesantren, untuk tingkat
aliyah/SMA pun hanya terdapat 2 di Kecamatan Rembang®. Di desa ini

hanya terdapat 1 pos KB dan belum adanya sarana kesehatan membuat

4 BPS Kab. Pasuruan, mimeo, Pasuruan, 2007
5 Mantri Pertanian Tanaman Pangan Rembang, mimeo, Rembang, 2007

¢ KUA Kecamatan Rembang, mimeo, Rembang, 2007
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masyarakat desa Kalisat kurang menjaga dan sadar akan kesehatan diri,
keluarga dan lingkungan sekitar.”

Kalisat mempunyai 1411 rumah tangga dan sekitar 52,80% atau
sekitar 855 rumah tangga masuk dalam rumah tangga miskin dengan
rincian 110 rumah tangga mendekati miskin, 10 miskin, 735 sangat
miskin. Untuk kesejahteraan, 665 keluarga masuk dalam kategori pra
sejahtera dan 853 keluarha masuk dalam keluarga sejahtera dengan
rincian keluarga sejahtera golongan I yakni 351 keluarga, golongan II
yakni 308 keluarga, golongan IIl yakni 194 keluarga dan golongan III+

yakni 3 keluar®

2. Pelaksanaan Perjanjian Wasikoh Tanah Sawah

Desa Kalisat adalah desa yang memiliki tanah sawah luas, akan tetapi
sawah yang ada kebanyakan merupakan tanah pertanian tadah hujan.
penduduknya merupakan petani dan peternak sapi. Berternak dilakukan
untuk mengisi kekosongan dalam memproduksi padi, juga untuk kebutuhan
yang memungkinkan peternak dapat menjual ternaknya sewaktu-waktu
apabila ada orang yang akan membutuhkan uang dengan cara wasikoh® dan

penduduk di desa ini merupakan penduduk yang mempunyai lahan terluas

7 PPLKB Kecamatan Rembang, mimeo, Rembang, 2007

8 bid

% Ibid
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didaerah Tampung. '®Penduduk di Desa kalisat sendiri belum banyak
mendapat pengetahuan ataupun penyuluhan dari ahli agama maupun
perangkat desa'!, hal ini dikarenakan juga karena perangkat desa di sini yaitu
sekretarisnya sampai saya meneliti masih merupakan pelaku watsiqoh yang
belum lepas'? dan ahli agama setempat yang belum banyak mengerti tentang
konsep riba sejatinya.

Kebutuhan akan pinjaman uang untuk memang cukup tinggi dari data
yang didapat paling tinggi kebutuhan akan pinjaman itu diperlukan oleh
warga Kalisat. Dengan lebih dari 75% warga kalisat usia produktif
membutuhkan pinjaman dan 50% mereka menggunakan jalan watsiqoh untuk
mendapatkan pinjaman tersebut. 13

Desa Kaliasat memiliki kebiasaan unik untuk mendapat pinjaman,
mereka akan menjaminkan sawah dan selama perjanjian berlangsung, mereka
akan menyerahkan hak pengelolaan kepada pemilik modal. Istilah yang

mereka gunakan untuk menyebut kebiasaan tersebut adalah sikoan atau

19 Sekdes Tampung, Wawancara, Rembang, 20 Desember 2009

" pak Dhirgahayu, Wawancara, Rembang, 10 Nopember 2008

12 pak Kurdi (Sekdes Kalisat), Wawancara, Rembang, 14 Desember 2009

BIbid
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watsigoh. Watsiqoh telah berlangsung lama di Desa ini dan dikenal oleh
kebanyakan kelompok umur diatas 30tahun.

Watsigoh di desa Kalisat merupakan bentuk pinjam meminjam
dengan jaminan dan jaminan tersebut dapat diambil manfaatnya oleh pemilik
modal selama peminjam uang belum mengembalikan uang pinjaman dan ini
bukan termasuk sebagai pelunasan hutangnya'*. Waktunya terjadi perjanjian
umumnya 1 tahun dan pelaksanaannya tidak terbatas sampai uang pinjaman
terlunasi, '*bahkan kalau uang pinjaman ditambah dan mencapai harga tanah
setempat, tanah yang dijadikan jaminan akan beralih kepemilikan.'®

Berikut hasil angket yang didapat dari 25 orang pelaku wasikoh di
desa Kalisat

Tabel 1.

Pelaku Watsiqoh

JAWABAN FREQUENSI PROSENTASE
Lembaga khusus - 0%
Perorangan 25 100%
Jumlah (N) 25 100%

Dari hasil penelitian, diperoleh 100% berpendapat bahwa watsigoh

dilakukan secara perorangan tanpa ada lembaga khusus yang menaunginya.

' pak Dhirgahayu, Wawancars, Rembang, Senin, 12 Oktober 2009
15 pak Maksum , Wawancara, Rembang, Senin, 24 November 2008

16 pak Basri, Wawancara, Rembang, Kamis, 14 April 2011
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Hal ini dikarenakan lebih cepat dan tidak membutuhkan banyak persyaratan

dan pelaku watsiqoh lebih mempercayakan sawahnya kepada orang yang

dikenalnya karena kebanyakan tanah yang mereka miliki tidak bersertifikat."”
Tabel 2.

DIKETAHUI PEJABAT SETEMPAT

JAWABAN FREQUENSI | PROSENTASE
Ya 25 100%
Tidak - 0%
Jumlah (N) 25 100%

Dari hasil penelitian, 100% wasikoh dilakukan dengan diketahui oleh
pejabat setempat, ini dimaksudkan agar tidak ada persengketaan dikemudian

A
hari yang akan merugikan mereka. Dan memberikan kekuatan bukum karena

dilakukan disaksikan oleh pejabat Negara.'®

Tabel 3.
Bentuk Perjanjian
JAWABAN FREQUENSI | PROSENTASE
Tertulis 25 100%
Lisan 0 0%
Jumlah (N) 25 100%

Bentuk perjanjian dalam wasikoh dibuat dalam bentuk tertulis, hal ini

sesuai dengan data penelitian yang menyatakan 100% pelaku watsigok

17 pak Hanan, Pak Bisri, Pak Kusno, Bu Istiqgamah dan Bu Saidah , Wawancara, Rembang, Rabu, 16
Juni 2010

8 Ibid



62

dilakukan dalam bentuk perjanjian tertulis.”” Bentuk perjanjian tertulis

dilakukan untuk memberi kepercayaan lebih kepada pemilik modal untuk

memberi pinjaman.

Tabel 4.
Jaminan Yang Diserahkan
JAWABAN | FREQUENSI | PROSENTASE
Sawah 25 100%
Lainnya - 0%
Jumlah (N) 25 100%

Hasil penelitian menyebutkan bahwa 100% pelaku watsigoh
menjadikan sawah sebagai jaminan yang diminati untuk jaminan pinjaman
watsigoh di desa Kalisat. Ini dikarenakan sawah lebih cepat mendapat

pinjaman dan bersifat ekonomis.”

Tabel 5.
Luas Tanah Yang Dijadikan Jaminan
JAWABAN FREQUENSI | PROSENTASE
1000-3000 M? 24 96%
4000-7000 M? 1 4%
8000 M? keatas - %
Jumlah (N) 25 100%

Luas tanah sawah yang dijadikan jaminan menurut 96% atau
sebanyak 24 orang adalah 1000-3000 M2, namun adapula yang menjadikan

tanah sawah seluas 4000-7000 M? yakni sebesar 4%.

¥ Ibid

2 gy Lilik, Wawancara, Rembang, Rabu,19 Mei 2010



Tabel 6.
Jumlah Utang Yang Dipinjamkan
JAWABAN FREQUENSI | PROSENTASE
1-3 juta 13 52%
4-7 juta 11 44%
8 juta keatas 1 4%
Jumlah (N) 25 100%

63

Dari hasil penelitian, didapat 52% pelaku wasikoh menyebut 1-3 juta
utang yang dipinjam, ada pula sebanyak 44% yang menyebutkan bahwa
kebutuhan akan pinjaman yang mereka lakukan dengan watsigoh berkisar 4-7
juta dan sisanya, yakni sebesar 1% menjaminkan tanah sawah melalui
watsiqoh dengan besar pinjaman 8 juta lebih. Besar pinjaman yang
dibutubkan - pelaku  watsigoh-tergantung: jumlah kebutuhan dan nas tanah

sawah yang dijadikan pinjaman.'

Tabel 7.
Masa Peminjaman
JAWABAN FREQUENSI | PROSENTASE
1-3 tahun 25 100%
4-7 tahun - 0%
8 tahun keatas - 0%
Jumlah (N) 25 100%

Waktu yang dibutuhkan oleh pelaku warsigoh dalam perjanjian yakni

100% pelaku watsigoh menyebutkan 1-3 tahun, namun masa ini juga

2! pak Mulyono, Wawancars, Rembang, 19 Mei 2009
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tergantung dimana pelaku warsigoh dapat melunasi hutang yang

dipinjamnya22
Tabel 8.
Yang Berhak Mengelola Sawah
JAWABAN FREQUENSI | PROSENTASE
Peminjam uang - 0%
Pemberi pinjaman uang 25 100%
Jumlah (N) 25 100%

Dalam perjanjian disebutkan bahwa hak pengolahan sawah dibawah
pemberi pinjaman jika tanah sawah tersebut dijadikan jaminan dalam
watsigoh, ini terlihat dalam hasil penelitian bahwa 100% pelaku watsigoh
menyatakan yang berhak mengelola tanah sawah yang dijadikan watsigoh
adalah pemberi pinjaman vang.”

Tabel 9.
Ditarik Uang Pemeliharaan Sawah

JAWABAN FREQUENSI | PROSENTASE
Ya 25 100%
Tidak - 0%
Jumlah (N) 25 100%

Dari hasil penelitian didapati bahwa 100% pelaku watsiqoh akan
ditarik uang pemeliharaan sawah jika pengelolaan sawah dilakukan oleh

peminjam uang selama wasikoh berlangsung, penarikan uang pemeliharaan

22 gy Maria Ulfa, Wawancars, Rembang, 19 Mei 2009

2 pak Nanang, Wawancars, Rembang, 19 Mei 2009
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oleh pemberi pinjaman juga lebih dimaksudkan sebagai penarikan sewa tanah

sawah.
Tabel 10.
Wujud Tambahan Utang
JAWABAN FREQUENSI | PROSENTASE
Pengolahan sawah [ 25 100%
Uang 0 0%
Jumlah (N) 25 100%

Wujud tambahan utang oleh peberi pinjaman, diperoleh 100% pelaku
watsiqoh memberikan tambahan atas pinjamannya berupa hak pengelolaan
sawah sampai batas waktu watsiqoh berlangsung atau sampai hutang tersebut
dilunasi.?*

Tabel 11.
Ada Tambahan Saat Pengembalian Utang

JAWABAN FREQUENSI | PROSENTASE
Ya - 0%
Tidak 25 100%
Jumlah (N) 25 100%

Dari hasil penelitian didapat, didapat bahwa 100% pelaku watsiqoh

tidak memberlakukan tambahan utang saat pengembalian utang terjadi.

24 pak Bisri, Wawancara, Rembang, 19 Mei 2009
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Tabel 12.
Penggunaan Utang
JAWABAN FREQUENSI PROSENTASE
Buka usaha 1 4%
Kebutuhan sehari-hari 24 96%
Menggarap sawah lain - 0%
Jumlah (N) 25 100%

96% pelaku wasikoh menyebutkan bahwa mereka melakukan

watsiqoh atas dasar pemenuhan kebutuhan sehari-hari dan 1% menyatakan

bahwa melakukan watsiqoh untuk modal membuka usaha.

Tabel 13.
Alasan Utang
JAWABAN FREQUENSI PROSENTASE
Terpaksa 12 48%
Mudah 13 52%
menguntungkan | - 0%
Jumlah (N) 25 100%

Dari hasil penelitian di desa Kalisat menyebutkan bahwa 48% pelaku
watsigoh menyatakan alasan utang dengan watsigoh adalah karena terpaksa
dan 52 % menyebut karena mudah mendapat pinjaman jika dilakukan dengan
cara watsiqoh.

Hasil angket menunjukkan baﬁwa pelaku watsiqoh berasal dari
perorangan dan tidak ada lembaga khusus terutama lembaga keuangan yang
menaunginya,ini dikarenakan lembaga khusus atau lembaga keuangan

cenderung mempunyai persyaratan yang dirasa memberatkan masyarakat
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yakni dalam hal Pembiayaan kredit tinggi yang harus ditanggung yang

meliputi:

1.

2.

Biaya pembuatan perjanjian kredit pada notaris

Biaya pembuatan akta hipotik pada pejabat pembuat akta tanah(PPAT)
Biaya pendaftaran akta hipotik dan pembuatan sertifikat

Biaya asuransi pelunasan kredit

Biaya asuransi barang jaminan

Materai perjanjian kredit®

Lembaga keuangan tidak menerima jaminan yang tidak mempunyai bukti
kepemilikan yang jelas khususnya yang berupa tanah sawah yang hanya
mempunyai ukuran petok D yang merupakan satu-satunya bukti
kepemilikan didaerah tersebut?®

Kalaupun ada yang menggunakan lembaga ini, uang yang diperoleh
sebagai pinjamanpun kurang dari kebutuhan karena jaminan yang bisa
digunakan hanya berupa sepeda motor atau jaminan yang mempunyai
nilai yang kecamatanil lainnya

Dengan melihat hal tersebut, menjadikan masyarakat lebih memilih

perjanjian adat yakni watsigoh untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka,

5 7uhriMuh, Riba dalam Al-Qur’an dan Masalah Perbankan : Sebuah Tilikan Antisipati, (Jakarta :
PT Raja Grafindo Persada, 1996), 138

2 pak Mulyono Sekretaris Desa Tampung dan pak Basri Kaur Umum Desa Kalisat, Wawancara,
Rembang, 19 Mei 2009
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selain karena lebih sederhana, praktis, ekonomis serta tidak terikat oleh
syarat-syarat tertentu.

Perjanjian watsigoh dilakukan secara tertulis dan dilaksanakan
dengan sepengetahuan pejabat sctempat. Adapun jaminan yang dipakai
dalam watsigoh adalah tanah sawah, ini dikarenakan sawah mempunyai nilai
ekonomi yang tinggi serta lebih mudah dijual. Sedangkan dalam pandangan
masyarakat adat kita, tanah mempunyai makna yang sangat penting, yakni:

1. Sebagai tempat tinggal dan mempertahankan kehidupan
2. Alat pengikat masyarakat dalam suatu persekutuan
3. Sebagai modal(aset produksi) utama dalam suatu persekutuan

Manfaat yang banyak tersebut mendatangkan pemikiran pemilik uang
untuk memanfaatkan tanah sawah orang lain sebagai sumber penghasilan
mereka. Pemikiran tentang bagaimana memanfaatkan tanah orang dengan
cara yang menguntungkan dan tidak terikat syarat tertentu yang akan
menyulitkan mereka. Sedang pemikiran pemilik tanah sawah saat terdesak
oleh kebutuhan, bagaimana memperoleh utang yang cepat dan syarat yang
menurut mereka juga mudah. Pemikiran-pemikiran inilah yang
menghidupkan watsigoh didaerah mercka dan digunakan sebagai adat yang
mungkin akan terus terjadi sampai ada alternatif lain yang lebih memudahkan

dan tidak merugikan salah satu pihak.
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Namun menurut masyarakat Objek watsigoh bukan hanya tanah
sawah saja, melainkan dapat juga berupa sepeda motor dan barang-barang
tidak bergerak lainnya yang dapat dimanfaatkan oleh pihak penerima
watsiqoh namun ini kurang diminati pemilik modal.

Luas tanah sawah yang dijadikan jaminan tergantung pada kebutuhan
pinjaman dan luas kepemilikan tanah sawah, namun yang banyak digunakan
menggunakan istilah bagian atau kebanyakan menurut luasnyaberkisar 1000-
3000M 2 dengan kisaran pinjaman 1-3 juta dan lamanya 1-3 tahun, namun
besar pinjaman dapat bertambah selama tidak melebihi harga tanah sawah
yang dijadikan pinjaman dan untuk lama perjanjian yang tertulis tersebut
disesuaikan sampai pemilik jaminan mempunyai uang untuk menebusnya.

Saat pengembalian utang, pemilik jaminan tidak ditarik tambahan
atas hutang yang dimilikinya, pemilik jaminan hanya akan membayar
pinjaman pokok dari hutang yang dimiliki. Hutang yang terjadi karena
watsiqoh banyak terjadi karena keadaan terpaksa dan karena mudah, cepat
dan tidak rumit dalam mendapat pinjaman, berikut beberapa keadaan yang
menuntut pelaku melakukan wasikoh tanah sawah antara lain:*’

a. Untuk kebutuhan biaya pendidikan bagi anak-anak mereka
b. Untuk biaya perawatan atau perbaikan rumah

c. Untuk biaya pendaftaran masuk suatu pekerjaan

77 gekertaris Desa Rembang dan Sekretaris Desa Kalisat, Wawancara, Rembang, 19 Mei 2009



i.

j

70

Untuk biaya pengobatan

Untuk biaya perkawinan anak mereka
Untuk biaya selamatan, kematian
Untuk kebutuhan sehari-hari

Untuk menutup hutang yang lain
Untuk biaya kerja keluar daerah

Untuk pelunasan biaya haji

k. Untuk tambahan untuk modal itu sendiri

. Proses terjadinya watsiqoh tanah sawah

Watsigoh tanah sawah tidak serta merta dilakukan tapi dengan

beberapa tahapan/ proses hingga watsiqoh terjadi yakni:

a.

b.

Pemilik jaminan membutuhkan sejumlah uang untuk menutupi kebutuhan-
kebutuhannya

Pemilik jaminan datang kepada pemilik modal yang beberapa telah banyak
dikenal oleh masyarakat setempat atau dapat pula Pemilik modal yang
datang kepada Pemilik jaminan karena mendengar kesulitan dari pihak
lain, dan dapat pula dengan perantara atau yang memiliki modal
menawarkan jasa peminjaman uang dengan cara watsigoh

Pemilik modal dan Pemilik jaminan berunding akan besarnya uang
pinjaman yang akan diberikan dengan juga memperhatikan luas tanah,

dimana letaknya pertanian yang akan dijadikan objek watsigoh.
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d. Kemudian para pihak tersebut mengundang saksi yang biasanya
merupakan perangkat-perangkat desa atau saksi yang dibawa sendiri dan
terdiri atas dua orang

e. Penyerahan uang pinjaman sekaligus Penandatanganan oleh PJ,PU dan
saksi-saksi

f Pemanfaatan tanah pertanian tersebut terlah berpindah kepada Pemilik
modal sehingga PU dapat mengelolah tanah pertanian wasikoh tersebut

g. Bila Pemilik jaminan telah melunasi maka tanah tersebut telah melunasi
hutangnya, maka pemanfaatan tanah pertanian tersebut akan kembali
kepada pemilik jaminan dengan catatan apabila belum masuk panen maka
penyerahan tersebut menunggu hingga panen terjadi dan dapat pula
pemilik jaminan memberi ganti rugi yang telah disepakati.

h. Bila Pemilik modal membutuhkan uang sedang watsigoh belum ditebus
oleh Pemilik jaminan, maka Pemilik modal dapat me watsigohkan kembali
kepihak ketiga dengan membuat perjanjian baru dengan jumlah uang yang
sama. Dalam perjanjian kedua ini Pemilik jaminan akan terikat dengan
pihak ketiga, sedang Pemilik modal yang lama akan putus dalam
perjanjian tersebut dalam penjelasan yang lain, Pemilik modal dapat
menggadaikan kembali ( mengalih gadaikan ) tanah tersebut kepada pihak
lain dengan ataupun tanpa persetujuan pemilik jaminan, hal ini dapat

terjadi apabila PU dalam keadaan sangat memerlukan uang, sedangkan
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Pemilik jaminan belum mampu untuk menggunakan hak tebusnya karena
belum mempunyai uang

i. Dalam kasus lain jika Pemilik jaminan membutuhkan uang lagi, Pemilik
modal dapat meminjam uang lagi kepada pemilik uang sampai batas nilai
watsiqoh tanah yang dijadikan jaminan.

j. Salah satu hal yang tidak dapat dilakukan oleh Pemilik modal adalah
menjual barang jaminan walaupun dalam keadaan terdesak, namun jika
pinjaman Pemilik jaminan mendekati nilai sawah dan setuju, maka
Pemilik modal dapat membeli dengan memberi tambahan atas kekurangan
harga sa\a(ah tersebut

k. Dan bila ada tambahan diatas tanah tersebut seperti berupa tanaman
produktif, maka hasil tanaman tersebut juga menjadi milik Pemilik modal

1. Jadi apabila pada saat pelaksanaan perjanjian watsiqoh tanah terjadi suatu
peristiwa, dimana pemilik jaminan belum mampu untuk menebus kembali
tanah miliknya yang dijadikan sebagai objek watsigoh tepat pada waktu
yang telah diperjanjikan, maka upaya penyelesaiannya dapat dilakukan
dengan jalan memperpanjang perjanjian watsigoh tanah tersebut, dengan
ataupun tanpa disertai tambahan uang pinjaman, hal ini dapat terjadi
apabila kedua belah pihak mengadakan kesepakatan lagi

m. Dalam perjanjian bila disebutkan batas waktu, jika pemilik jaminan tidak

dapat mengembalikan utang, maka pemilik modal berhak memiliki tanah
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sawah yang dijadikan jaminan, akan tetapi peristiwa kepemilikan oleh
Pemilik modal jarang terjadi, dikarenakan Pemilik jaminan akan
mengusahakan untuk menebusnya atau menjualnya.
4. Tentang persepsi tentang warsigoh tanah sawah
Beberapa tanggapan yang diberikan Pemilik jaminan, berikut
beberapa poinnya:

a. Pemilik jaminan melakukan perjanjian watsigoh disebabkan akan
kebutuhan yang mendesak yang menurut mercka hanya dengan cara ini
orang dapat memberi pinjaman

b. Watsigoh tana\h sawah merupakan hal yang lumrah, biasa terjadi dan
menurut mereka agama mereka (Islam) membenarkan perjanjian ini
karena didalamnya telah diangkat unsur arab( watsigoh menurut mereka
merupakan bahasa arab). Dengan begitu apa yang mengandung kata-kata
arab dalam hal ini watsiqoh adalah dibenarkan. Apalagi menurut mereka,
watsigoh terjadi atas dasar tolong menolong.

c. Tidak begitu populernya lembaga keuangan didaerah tersebut, kalaupun
mereka tahu, mereka menyangka bahwa syarat-syarat dan segala hal yang
berkitan dengan lembaga tersebut adalah rumit dan susah dipahami.
Apalagi mereka tidak dapat mengagunkan tanah meraka yang hanya
mempunyai bukti petok D, kalaupun dapat meminjam mereka hanya

dapat dengan menjaminkan sepeda motor yang nilai pinjamannya tidak
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mencukupi kebutuhan, bahkan sebagian lembaga banyak yang tidak
menerima jaminan sepeda dikarenakan banyaknya kejadian negatif yang
merugikan jika mereka menerima agunan sepeda motor yang kebanyakan
belum jelas kepemilikannya seperti mercka mengagunkan sepeda motor
yang masih kredit, sepeda motor curian dll

. Hasil wawancara dengan Pemilik uang

(1) Faktor yang mempengaruhi melakukan watsigoh tanah sawah

a) Pemilik modal beranggapan bahwa apa yang mereka lakukan
adalah untuk membantu Pemilik jaminan dalam menyelesaikan
kebutuhannya (pmj aman).

b) Pemilik modal beranggapan juga, meraka melakukan apa yang
menjadi kebiasaan didaerah mercka dan dapat mendatangkan
banyak keuntungan.

(2) Persepsi tentang watsigoh tanah sawah

a) Pemanfaatan jaminan dimaksudkan sebagai keuntungan mereka
dalam memberi pinjaman.

b) Apa yang mereka lakukan ini juga dianggap lumrah karena
watsigoh telah banyak dipakai dan dilakukan secara turun

temurun.
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C. Penyerahan dan Pemanfaatan Barang Jaminan
1. Penyerahan Barang Jaminan
Perjanjian wasikoh merupakan perjanjian dengan jaminan
sebagaimana gadai, sehingga terjadi penyerahan jaminan dari pemilik
jaminan ke pemilik modal. Namun yang membedakan, jaminan dalam gadai
jika dalam bentuk sawah yang diserahkan adalah surat atau dokumen lain
yang menunjukkan kepemilikan atas sawah, jika dalam watsiqoh,
penyerahan berupa sawah sedang surat atau dokumen kepemilikan tetap
berada di pemilik jaminan.?®
2. Pemanfaatan barang jaminan.
Dalam perjanjian wafsiqoh, terdapat syarat yang menyebutkan
bahwa selama perjanjian berlangsung pemilik modal berhak untuk:
a. Menikmati manfaat yang melekat pada hak milik
b. Mengoperkan watsiqgoh atau mewatsiqgohkan kembali, jika ia sangat
memerlukan uang (sebab dalam perjanjian wasikoh, pemilik modal tidak
dapat memaksa Pemilik jaminan untuk menebus tanah sawahnya
kembali)®®. Jika ini dilakukan, maka akan terjadi dua perutangan,

yakni:*°

2 pak Mulyono, Wawancara, Rembang, 19 Mei 2009
% pak Dhirgahayu, Wawancars, Rembang, 19 Mei 2009

% Iman Sudiyat, Hukum Adat, (Yogyakarta: Liberty, 1981), 30
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1) Antara Pemilik jaminan pertama dengan Pemilik modal semula
2) Antara Pemilik jaminan semula dengan pihak ketiga lain selaku
Pemilik modal yang baru
¢. Mengadakan perjanjian bagi hasil

Penyerahan kembali tanah sawah watsigoh terjadi apabila telah
dilakukannya penebusan oleh pemilik jaminan dengan ketentuan, Untuk
tanah sawah yang dimanfaatkan yang harus memperhatikan adalah jika
yang mengerjakan sawah itu pemilik modal, maka harus menunggu
penyerahan kembali tanah sawah gadai setelah tanaman dipanen atau
Pemilik jaminan dapat tetap menggarap lahannya tetapi harus memberi

ganti rugi sebagai penggantian pengolahan kepada Pemilik modal.*!

3 pak Dhirgahayu, Wawancara, Rembang, 19 Mei 2009, dan sesuai dengan Hilman Hadikusuma,
Hukum Perjanjian Adat. Cet IV, (Bandung : Alumni, 1982 ), 126



BAB IV
TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PELAKSANAAN
WATSIQOHTANAH SAWAH DI DESA KALISAT

KECAMATAN REMBANG

A. Tinjauan Hukum Islam terhadap Perjanjian Watsigoh

Watsiqoh tanah sawah merupakan istilah untuk masyarakat desa Kalisat
untuk pinjam meminjam dengan jaminan. Watsigoh dilakukan oleh masyarakat
setempat yang mempunyai sawah untuk mencari pinjaman cepat untuk memenuhi
kebutuhan mereka yang mendesak. Masyarakat menggunakan watsiqoh
dikarenakan sawah yang mereka miliki hanya mempunyai bukti petok D sebagai
bukti kepemilikan, dimana lembaga penyalur pinjaman lain tidak dapat memberi
pinjaman jika hanya dengan bukti tersebut.

Perjanjian watsigoh dilakukan dengan cara tertulis dengan tujuan agar
jelas dan dapat dipertanggung jawabkan jika terjadi perselisihan. Isi perjanjian
watsigoh menyangkut pihak-pihak yang terkait wafsigoh (pemilik jaminan,
pemilik modal, saksi-saksi), peralihan hak pengolahan sawah dari pemilik jaminan
ke pemilik modal dan masa berakhir perjanjian jika pemilik jaminan melunasi
hutangnya.

Dalam hukum Islam, manusia diharapkan saling tolong menolong dan

tidak mempersulit seseorang yang membutuhkan . Pada dasarnya, watsiqoh
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terjadi atas dasar tolong menolong, ini sesuai dengan tujuan Islam dalam

bermasyarakat sebagaimana firman Allah dalah surah A/-Maidah: 2

sy 3 8 sy
Artinya: “Hendaknya kamu bertolong menolong atas kebaikan dan tagwa .

Untuk syarat mengenai bentuk perjanjian, Islam tidak menentukan bentuk
perjanjian harus seperti apa, tetapi dalam hutang piutang, Islam menganjurkan
jika perjanjian dilakukan dengan tanpa memungut tambahan (surat Al-Baqarah
ayat 275-280), dilakukan dengan cara tertulis, agar isi perjanjian itu jelas dan bisa
dipertanggungjawabkan jika yang akan datang terjadi perselisihan (al-Baqarah
ayat 282), diberikan jaminan untuk dipegang agar pemberi ut'-ahg merasa uangnya

aman dan dimungkinkan disertai dengan barang jaminan (surat al-Baqarah 283).
Watsigoh tanah sawah yang memberikan pinjaman dengan jaminan telah

sesuai dengan al-Baqgarah : 283

sl 35208 sy oKt ol OB Logtks Sap WS 134 5 o e 157 05
olass g Al 205 e 26 @2 s sigdan 1,285 Y5 4 A Zy Ul B

e |-

L2

Artinya; Jika kamu dalam petjalanan (dan bermu’amalah tidak secara tunai)
sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada
barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi
Jjika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah

! Departemen Agama Rl, A/-Qur’an dan Terjemahnya, (Bandung : CV Diponegoro, 2000), 156
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yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah
ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi)
menyembunyikan persaksian. Dan barangsiapa yang
menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang
berdosa hatinya; dan Allah Maha Menyetahui apa yang kamu kerjakan.
(Al-Baqarah : 283)

Namun dalam perjanjian watsigoh, disebutkan adanya peralihan
pemanfaatan menjadi syarat utama perjanjian. Dengan demikian, jika terjadi
perjanjian watsigoh, maka pemilik jaminan akan kehilangan hak pengelolaan
sawah yang menjadi jaminan akan pinjamannya, ini dilakukan pemilik jaminan
dalam keadaan terpaksa dan menurut mereka, watsigoh adalah jalan yang dapat
memenuhi kebutuhannya, sedang dalam Islam pernyataan dalam perjanjian
menunjukkan kehendak para pihak secara pasti, tidak ragu dan tiGak terpaksa.
Dengan demikian isi perjanjian dalam watsigoh yang menuntut peralihan hak
pengolahah jaminan menyalahi hukum perjanjian dalam Islam.

Dalam hukum Islam juga dilarang mensyaratkan untuk menutup manfaat
barang jaminan dari pemiliknya, menurut syafi’iyah syarat tersebut merusak
akad, karena merugikan salah satu pihak. Sedang menurut Malikiyah termasuk
dalam Rahn fasid, karena mengandung persyaratan yang tidak sesuai dengan

kebutuhan atau dipalingkan pada sesuatu yang haram yakni tambahan hutang dari

pengambilan manfaat barang jaminan ini termasuk dalam yakni rahn yang

2 1bid., 89
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didalamnya mengandung persyaratan yang tidak sesuai dengan kebutuhan atau

dipalingkan pada sesuatu yang haram.

B. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Watsigoh Tanah Sawah
Dalam hukum Islam kita mengetahui kalau barang jaminan hanya syarat
tambahan yang bertujuan agar salah satu pihak tidak lalai, namun barang jaminan
memang dipandang perlu dan penting terutama dalam perjanjian watsigoh , hal

ini telah sesuai dengan Al-Qur’an dalam surat Al-Bagarah ayat 283.

i )j.:s.;.{" 5

Artinya; Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu’amalal tidak secara tunai)
sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada
barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan
tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka
hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya)
dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah
kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan barangsiapa yang
menyembunyikannys, maka sesunggulhnya ia adalah orang yang
berdosa hatinya, dan Alla}J Maha Menyetahui apa yang kamu
kerjakan. (Al-Baqarah : 283)°

Dalam pelaksanaan warsigoh, disamping yang telah disebutkan dalam isi

perjanjian, juga terdapat syarat yang tidak tertulis mengenai penambahan hutang

3 Tbid., 89
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dengan jaminan yang sama, pengalihan kepemilikan jika hutang pemilik jaminan
telah menutup harga sawah yang dijadikan jaminan.

Hukum Islam melarang kita memberlakukan tambahan utang dengan
jaminan yang sama, seperti rzhn meminjam sejumlah uang dengan satu jaminan,
kemudian saat yang lain rahin meminta tambahan hutang tanpa ada jaminan yang
lain (satu jaminan), hal tersebut dipandang tidak sah sebab dianggap jaminan itu
untuk perjanjian watsiqoh yang kedua, padahal jaminan itu sebenarnya terkait
dengan perjanjian watsigoh yang pertama (Ulama Hanafiyah, Muhammad,
Hanabilah dan Syafi’iyah), namun masih dibolehkan sampai batas nilai barang
yang dijadikan jaminan, ini mensahkan dan membatalkan perjanjian wafsigoh

yang pertama (Imam Malik, Abu Yusuf, Abu Tusr, Al-Majani dan Al-Mundzir).
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KESIMPULAN

A. Kesimpulan

L.

Watsigoh tanah sawah adalah perjanjian hutang dengan jaminan sawah yang
berlaku di desa Kalisat. Warsigoh digunakan untuk mencari pinjaman agar
seorang pemilik jaminan dengan cepat dan mudah mendapat pinjaman.
Dalam perjanjian watsiqoh, terdapat poin yang mensyaratkan pemilik sawah
untuk mengalihkan hak pengolahan sawah yang dijadikan jaminan kepada
pemilik modal yang meminjaminya, dalam perjanjian itu disebutkan bahwa
batas waktu berakhirnya perjanjian jika pemilik jaminan melunasi hutangnya
Pelaksanaan watsigoh tanah sawah di Desa Kalisat dengan adanya syarat
yang menyebutkan peralihan manfaat sawah dari pemilik jaminan ke pemilik
uang, jika dianalisis menurut hukum Islam masuk dalam kategori riba,
sedang riba sendiri dilarang karena bertentangan dengan surah Al-Baqarah
ayat 275-280. Dalam ketentuan hukum Islam ditentukan kapan berakhirnya
perjanjian, dengan demikian batas berakhirnya perjanjian yang tertuang

dalam perjanjian Watsigoh telah sesuai dengan ketentuan dalam Islam.
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B. Saran

Setelah dilakukan penelitian ini, disarankan:

. Agar para ahli agama untuk mengkaji lagi tentang riba kemudian
mensosialisasikan bahwa watsigoh tanah sawah ini bertentangan dengan
Hukum Islam.

2. Bagi perangkat desa, hendaknya mereka mengkaji ulang bila terjadi wasikoh
tanah sawah didaerahnya dan memberi alternatif lain yang tidak membebani
salah satu pihak.

3. Untuk masyarakat, hendaknya mereka lebih membuka diri, agar yang akan
datang mereka tidak terperangkap dalam kegiatan seperti watsigol ini

4. Untuk pemerintahan Kabupatenupaten, untuk membuka lembaga keuangan
terutama yang dapat memberi pinjaman lunak bagi masyarakat sctempat
kemudian lebih mensosialisasikan lembaga keuangan tersebut, terlebih lagi
memberikan syarat yang mudah mereka pahami dan tidak rumit. Bentuk
penyalurannyapun haruslah lebih disosialisasikan kepada siapa saja
penyeluran dapat dilakukan.

5. Untuk pemerintah, hendaknya diadakan sertifikat massal, karena selama ini
bukti kepemilikan tanah sawah hanyalah berupa petok D yang tidak dapat
dijadikan agunan dilembaga keuangan modern.

6. Untuk menghindari timbulnya perselisihan di kemudian hari, maka sebaiknya
perjanjian watsigoh ini dibuat secara tertulis dengan bentuk yang lebih jelas,
lengkap dan batas waktu yang ditentukan schingga ada kepastian hukum

dalam hal perjanjian yang mereka buat.
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